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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dampak lingkungan yang disebabkan oleh
sistem pangan global, dengan agrobisnis
di pusatnya, telah mendapat perhatian
yang signifikan dalam beberapa tahun
terakhir - mulai dari deforestasi, polusi,
hingga krisis iklim yang makin parah.
Namun, sisi lain dari masalah ini adalah
dampak sosial dan kemanusiaan yang
signifikan yang dialami masyarakat

di seluruh dunia - serta ancaman dan
kekerasan terhadap mereka yang
membela hak komunitas atas tanah dan
lingkungan sehat secara damai.

Menurut standar internasional,
perusahaan agrobisnis global memiliki
tanggung jawab yang jelas untuk
memantau dan menangani pelanggaran
hak asasi manusia dan hak atas tanah
dalam rantai pasok mereka, meski
mereka tidak secara langsung memiliki
lokasi pengolahan atau produksi

tempat pelanggaran tersebut terjadi.

Jika penyelidikan menyatakan bahwa
tuduhan pelanggaran semacam itu benar
terjadi, maka perusahaan wajib bekerja
sama dengan pemasok mereka untuk
memperbaiki pelanggaran tersebut.
Pengawasan ekstra diperlukan jika mereka
ingin mengambil pasokan dari negara-
negara dengan tingkat pelanggaran

hak tanah dan hak asasi manusia yang

& Lahan gambut hutan tropis yang
"= masih perawan diambil alih oleh
perkebunan kelapa sawit di daerah
terpencil di Papua.

Sumber: © Greenpeace

tinggi, dan perusahaan diharapkan untuk
menerapkan uji kelayakan tambahan di
negara-negara tersebut.

Namun, sejauh mana perusahaan-
perusahaan agrobisnis besar memenuhi
tanggung jawab ini? Laporan ini
berupaya menjawab pertanyaan tersebut
dengan memeriksa rantai pasok minyak
sawit Indonesia dari dua perusahaan
agrobisnis raksasa yang berbasis di AS -
perusahaan perdagangan komoditas
Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) dan Bunge Limited. Laporan ini
menyajikan temuan dari investigasi kami
mengenai insiden dugaan pelanggaran
hak tanah dan hak asasi manusia yang
berhubungan dengan pabrik-pabrik yang
memasok bagi kedua perusahaan dari
negara pengekspor minyak sawit terbesar
di dunia - Indonesia. Investigasi kami juga
menyelidiki tindakan yang telah diambil
ADM dan Bunge untuk memantau dan
menangani dugaan pelanggaran ini.

Minyak sawit adalah komoditas pertanian
global yang penting, yang produksinya
meningkat lebih dari tiga kali lipat
selama 20 tahun terakhir.! Perusahaan-
perusahaan perdagangan komoditas
adalah kelompok kuat, yang telah
mendominasi perdagangan biji-bijian dan
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minyak nabati internasional, termasuk
minyak sawit, selama lebih dari satu

abad. ADM dan Bunge yang beroperasi

di tengah rantai pasok minyak sawit,
mengambil pasokan dari sekitar 800
hingga 1.000 pabrik di Indonesia.? Rantai
pasok dimulai di perkebunan tempat
buah dipanen, kemudian buah diproses

di pabrik untuk diekstrak minyaknya.
Minyak ini kemudian diangkut ke kilang
penyulingan, dan dikirim untuk digunakan
dalam pembuatan bermacam-macam
barang mulai dari kosmetik, sabun, hingga
makanan olahan.

Meski Indonesia adalah produsen minyak
sawit terbesar di dunia, dan memiliki arti
penting komersial yang strategis bagi
perusahaan agrobisnis global seperti ADM
dan Bunge, negara ini memiliki lingkungan
operasi yang rumit dan berisiko tinggi.
Indonesia memiliki catatan buruk terkait
dengan usaha melindungi lingkungan,
hak masyarakat atas lahan, dan orang-
orang yang membela hak-hak tersebut.
Indonesia terus-menerus gagal dalam
menegakkan hak-hak masyarakat adat
yang diakui hukum internasional. Akses
dan kepemilikan lahan merupakan
sumber utama konflik di negara ini, dan
korupsi di bidang manajemen sumber
daya alam merajalela - termasuk di sektor
minyak sawit. Kriminalisasi terhadap
pembela tanah dan lingkungan sangat
marak di Indonesia. Intimidasi, serangan
fisik dan pembunuhan juga terjadi di
banyak tempat.

Maka, jelas bahwa perusahaan yang
beroperasi atau memasok produk hasil
tanah dari Indonesia perlu melakukan
proses uji kelayakan yang signifikan dan
berkelanjutan untuk mengidentifikasi,
mencegah, dan mengurangi pelanggaran
hak asasi manusia dan hak atas tanah.

INVESTIGASI DAN
TEMUAN PENTING KAMI

Untuk mencari tahu jenis dan tingkat
dugaan pelanggaran hak atas tanah dan

hak asasi manusia dalam operasi rantai
pasok ADM dan Bunge di Indonesia, kami
menyelidiki pabrik-pabrik pemasok kedua

perusahaan tersebut. Kami mencari ADM dan Bunge

tuduhan yang dapat dipercaya dari mengambil pasokan
masyarakat sekitar atau perwakilannya dari sekitar 800 - 1.000
tentang pelanggaran hak atas tanah dan pabrik minyak sawit
hak asasi manusia yang dilakukan oleh Indonesia

pabrik-pabrik ini, juga laporan tentang

konflik yang terkait antara pabrik-pabrik
ini dengan masyarakat. Kami memilih ‘“ ‘“ ‘“ “ ‘“

untuk menganalisis data di tingkat pabrik,
karena pada saat analisis ini dilakukan,
ADM dan Bunge tidak mempublikasikan
daftar lengkap perkebunan di dalam
rantai pasok mereka.

Untuk menilai pabrik-pabrik ini, Global
Witness secara acak mengambil 330 sampel
dari 658 pabrik di Indonesia yang memasok
minyak sawit untuk ADM dan Bunge, sesuai
daftar pabrik terbaru yang disediakan oleh
perusahaan. Kami menyelidiki setiap pabrik
dengan melakukan pencarian internet
sederhana menggunakan kata kunci yang
menunjukkan dugaan pelanggaran hak 7
atas tanah dan/atau konflik antara anggota ll'o A
masyarakat dan pabrik perusahaan.

Hampir

Untuk menggambarkan jenis pelanggaran dari sampel

yang terjadi, kami meneliti enam kasus pabrik dituduh
secara lebih mendalam berdasarkan melakukan
informasi yang tersedia bagi publik, pelanggaran hak
yang kemudian kami verifikasi dengan atas tanah dan

organisasi masyarakat sipil Indonesia yang

mendukung masyarakat tersebut. hak asasi manusia

Penyelidikan kami mengungkapkan
bahwa hampir 2 dari 5 sampel pabrik
yang memasok untuk ADM dan Bunge
telah dituduh:

© melanggar hak masyarakat dan hak
masyarakat adat atas tanah;

© gagal dalam menegakkan hak-hak
pembela HAM untuk beroperasi secara
bebas dan aman; dan/atau

© gagal mencegah atau mengurangi
dampak merugikan untuk masyarakat
setempat dan lingkungan mereka.

Sebagian besar masalah ini telah
dilaporkan selama lima tahun terakhir,
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dan hampir 1 dari 5 pabrik yang terkait
dengan konflik masih dilaporkan

aktif pada 2019 dan 2020. Tuduhan
pelanggaran dari sembilan sampel pabrik
telah dipublikasikan secara luas sejak satu
dekade terakhir bahkan lebih.

Tuduhan terhadap pabrik antara lain
perampasan lahan tanpa membayar
kompensasi dan pembuangan limbah

ke sungai yang membahayakan mata
pencaharian masyarakat dan merusak
ekosistem lokal. Anggota masyarakat
setempat dilaporkan telah ditangkap,
diadili, atau diproses hukum dan denda
setelah memprotes kegiatan perusahaan
minyak sawit dari 11 pabrik yang menjadi
sampel kami.

Jelas bahwa pabrik yang memasok

untuk ADM dan Bunge memiliki masalah
yang signifikan. Ditambah, temuan
investigasi kami menunjukkan kurang
memadainya prosedur kedua pedagang
komoditas tersebut dalam menyelidiki
dan memperbaiki masalah tanah dan hak
asasi manusia dalam rantai pasok mereka
- khususnya di pabrik. ADM dan Bunge
menyelidiki dan menangani keluhan
pelanggaran atau penyalahgunaan
terhadap pemasok mereka melalui
mekanisme penanganan pengaduan
internal, tetapi menurut identifikasi kami,
hanya sedikit kasus yang ditanggapi
melalui mekanisme ini. Selain itu, dari
sedikit kasus yang ditanggapi tersebut,
pengaduan yang dipublikasikan hanya
berhubungan dengan deforestasi -

tidak ada pedagang yang tampaknya
mempertimbangkan laporan pelanggaran
hak atas tanah atau hak asasi manusia
yang berhubungan dengan pabrik-pabrik
yang bermasalah.

ADM menolak bukti dan analisa yang
diungkapkan Global Witness terkait
dengan proses uji kelayakan yang
dilakukan perusahaan tersebut. Meskipun
demikian, ADM telah menginvestigasi
semua pabrik yang diidentifikasi laporan
ini, terkait dengan pelanggaran hak

tanah dan hak asasi manusia. ADM

menjawab laporan Global Witness dengan
menyatakan akan mengawasi sembilan
pabrik yang disebut dalam laporan kami,
dan melanjutkan investigasi terhadap

36 pabrik lainnya. ADM menghentikan
atau menolak untuk menginvestigasi
pabrik-pabrik lainnya. Bunge mengakui
bahwa dugaan insiden tersebut berada
dalam pasokan tidak langsung mereka
dan menegaskan bahwa itu termasuk
pelanggaran hak asasi manusia yang
kredibel untuk ditindaklanjuti di dalam
daftar pengaduan mereka.

Namun, siapa pun yang memiliki

akses internet - jika berusaha untuk
memeriksanya - dapat dengan mudah
mengetahui bahwa pabrik kelapa sawit
tersebut dikaitkan dengan berbagai
dugaan pelanggaran hak atas tanah dan/
atau hak asasi manusia. Bagian yang luput
dari perhatian ini, jika dipertimbangkan
bersama jumlah laporan masalah hak
atas tanah dan hak asasi manusia yang
dapat kami identifikasi dengan cepat dan
mudah, menunjukkan kegagalan ADM
dan Bunge untuk mengantisipasi dan
memantau potensi pelanggaran dalam
rantai pasok mereka secara memadai.

Bukti yang disajikan dalam laporan ini
menunjukkan bahwa kedua pedagang
komoditas tersebut gagal memenuhi
tanggung jawab mereka terhadap
masyarakat setempat dan mereka yang
membela hak atas tanah dan lingkungan.
Kami dapat menyimpulkan bahwa
kedua perusahaan ini tidak melakukan
uji kelayakan sesuai dengan standar
internasional, dan bahwa kebijakan,
sistem pengawasan, dan penerapan
mereka kurang memadai.

AKIBAT KELAMBANAN

Selain berpotensi merugikan manusia
dan lingkungan masyarakat yang terkena
dampak, kegagalan ADM dan Bunge untuk
menghormati hak atas tanah dan hak
asasi manusia masyarakat dan pembela
dalam rantai pasoknya juga berdampak

Investigasi kami
menunjukkan

bahwa kedua
pedagang komoditas
gagal memenuhi
tanggung jawab
mereka terhadap
masyarakat setempat
dan mereka yang
mempertahankan
hak atas tanah dan
lingkungan mereka

Buah kelapa sawit di Deli
Serdang, Sumatra Utara.
Sumber: Jefri Tarigan /Anadolu
Agency/Getty Images
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signifikan terhadap bisnis mereka. Bukti
menunjukkan bahwa produsen minyak
sawit mengalami kerugian bisnis yang
cukup besar karena konflik sosial di
Indonesia - mulai dari terganggunya
operasi, hingga masalah hukum dan
rusaknya reputasi mereka. Menurut
beberapa perkiraan, kerugian beberapa
perusahaan minyak sawit Indonesia
akibat konflik masyarakat dan perusahaan
telah mencapai lebih dari US$ 2,7 juta,
dan penelitian menunjukkan bahwa
kerugian ini terus meningkat.?

AJAKAN UNTUK
MENGAMBIL TINDAKAN

Apa yang harus ADM dan Bunge
lakukan:

Guna mengatasi kegagalan uji kelayakan
yang ditemukan dalam investigasi kami,
kami meminta ADM dan Bunge untuk:

© Mengadopsi posisi kebijakan publik
untuk pembela hak asasi manusia yang
mencakup tidak menoleransi ancaman
dan kekerasan terhadap pembela, dengan
penyertaan yang jelas bagi mereka yang
berisiko tinggi, yaitu pembela tanah dan
lingkungan.

© Mengadopsi posisi kebijakan publik
mengenai pencegahan pelanggaran
hak atas tanah di seluruh rantai pasok
mereka, termasuk tidak menoleransi
pembebasan lahan ilegal, dan
memastikan hak atas persetujuan bebas,
didahulukan, dan diinformasikan (Free,
Prior dan Informed Consent - FPIC) bagi
masyarakat yang terkena dampak.

© Mengadopsi dan menerapkan
sistem yang efektif untuk menerapkan
kebijakan ini di seluruh rantai pasok dan
operasi mereka.

© Memastikan bahwa proses mitigasi
dan perbaikan telah dikembangkan dan
diterapkan di tempat yang teridentifikasi
mengalami dampak yang merugikan.

© Memperjuangkan masalah pembela
lahan dan lingkungan dengan
pemerintah, termasuk pemerintah
Indonesia, menggunakan pengaruh
komersial dan politik mereka untuk
mendesak agar hak-hak pembela lebih
dihormati.

Apa yang pemerintah harus
lakukan:

Meskipun laporan ini berfokus pada
tanggung jawab khusus perusahaan
agrobisnis global, pemerintah juga wajib
melakukan tindakan. Tindakan tanggung
jawab sukarela perusahaan tidak cukup
untuk mencegah pelanggaran lingkungan
dan hak asasi manusia yang signifikan

di seluruh rantai pasok perusahaan
global. Oleh karena itu, pemerintah

perlu memperketat peraturan tentang
akuntabilitas perusahaan dan perilaku
bisnis yang bertanggung jawab. Langkah
Uni Eropa saat ini untuk mewajibkan

uji kelayakan perusahaan merupakan
perkembangan yang disambut baik.
Namun, untuk memastikan ditanganinya
jenis dugaan pelanggaran yang disoroti
dalam laporan ini, peraturan harus berisi
persyaratan yang jelas untuk menghormati
hak-hak pembela hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia juga memiliki
peran penting. Terkait hasil investigasi
kami, jelas bahwa pemerintah Indonesia
harus melindungi hak-hak penduduknya
dengan lebih efektif. Menurut kelompok
masyarakat sipil Indonesia, pemerintah
secara khusus harus:

© Menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak-hak para pembela

HAM yang sejalan dengan Deklarasi PBB
tentang Pembela Hak Asasi Manusia, dan
menyelidiki serta menuntut para pelaku
yang melanggar peraturan, termasuk para
pelaku intelektual dari kejahatan ini.

© Memperketat pengakuan dan
perlindungan hak teritorial masyarakat
dan adat.
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Pekerja pel nan memilih buah
kelapa sawit di Jambi, Sumatra.
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MINYAK SAWIT 6

Dipakai untuk membuat berbagai macam produk, mulai dari “\“' b
||

sampo, kosmetik, hingga makanan olahan seperti cokelat

Negara pengekspor minyak sawit = Marak dengan pelanggaran hak atas

terbesar di dunia tanah dan hak asasi manusia yang
berkaitan dengan perkebunan dan
pabrik minyak sawit, termasuk

Perampasan lahan
Ancaman dan penyerangan
Polusi

Global Witness mengamati pabrik minyak sawit

Indonesia yang memasok dua pedagang komoditas ‘
terbesar di dunia: ADVI dan BUNGE

Meninjau 330 pabrik yang dijadikan sampel dari 658 pabrik yang ada

=,

TEMUAN KAMI

Siapa pun vang memiliki akses internet — jika berusaha untuk memeriksa —
dapat dengan mudah menemukan bahwa pabrik-pabrik minyak sawit ini
dikaitkan dengan beberapa tuduhan pelanggaran.

Hampir 40% dari pabrik yang memasok ADM
dan Bunge dituduh melanggar hak tanah
masyarakat setempat, mengkriminalisasi atau
menyerang pembela, dan/atau menyebabkan
kerusakan lingkungan yang serius

Hal ini menunjukkan kegagalan ADM dan BUNGE dalam mengantisipasi dan
memonitor potensi pelanggaran secara memadai dalam rantai pasok mereka.

Global Witness menemukan bahwa kedua perusahaan tidak menangani
sebagian besar tuduhan ini melalui proses pengaduan formal mereka.
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KATA PENGANTAR

Minyak sawit merupakan bisnis

besar di Indonesia. Ini merupakan
ekspor pertanian paling bernilai yang
memperkerjakan 16,2 juta orang pada
2018.% Saat ini, Indonesia menjadi
produsen utama minyak sawit yang
menguasai sekitar 60 persen dari pangsa
pasar global.®

Namun, pengembangan industri ini
harus dibayar mahal, yaitu penebangan
jutaan hektar hutan yang kaya akan
keanekaragaman hayati. Di Pulau
Kalimantan saja, industri minyak sawit
telah dikaitkan dengan hilangnya 39%
hutan selama dua dekade terakhir.®
Menanggapi hal ini, masyarakat sipil
Indonesia dan global mendorong para
pembuat kebijakan untuk memasukkan
dampak minyak sawit terhadap
lingkungan ke dalam agenda mereka pada
beberapa tahun belakangan ini.

Industri ini juga menciptakan dampak
sosial ekonomi signifikan yang dialami
masyarakat di sekitar perkebunan dan
fasilitas pengolahan minyak. Tuduhan

perampasan lahan dan konflik antara
perusahaan dan masyarakat telah meluas.
Minyak sawit merupakan penyumbang
konflik agraria terbesar, dimana 204.135
hektar lahan yang terkena dampak pada
2018, - 1,4 persen dari total area kelapa
sawit.” Dengan ekspansi ke daerah

yang makin terpencil, industri minyak
sawit makin membawa dampak pada
hak masyarakat adat. Selain hilangnya
lahan, deforestasi dan polusi limbah
telah memengaruhi mata pencaharian,
kesehatan, dan ketahanan pangan
masyarakat.®

Pembela tanah dan lingkungan, yaitu
komunitas dan individu yang menentang
eksploitasi sumber daya alam dan
lingkungan yang tidak adil, diskriminatif,
korup, dan merusak - sering mengalami
kekerasan sebagai balasan dari usaha
mereka dalam melawan ekspansi minyak
sawit. Intimidasi, serangan fisik, dan
bahkan pembunuhan sering dikaitkan
dengan perusahaan atau proyek di sektor
ini. Kriminalisasi terhadap para pembela
ini - penggunaan dan penyalahgunaan

Perkebunan kelapa sawit di
Aceh, Sumatra.

Sumber: JANUAR/AFP

via Getty Images
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hukum dan kebijakan yang ada untuk
mengintimidasi dan membungkam para
pembela, keluarga mereka dan komunitas
yang mereka wakili merupakan hal yang
sangat umum terjadi di Indonesia (lihat
bagian Keadaan di Lapangan di bawah).

Rantai pasok minyak sawit dimulai dari
perkebunan, kemudian buah yang dipanen
diproses di pabrik untuk ekstraksi minyak
mentah. Hasilnya kemudian dipindahkan ke
kilang, yang biasanya terletak di pelabuhan
ekspor, dan dikirim untuk membuat
bermacam-macam barang dari produk
kosmetik, sabun, hingga makanan olahan.
Tiga pasar utama minyak sawit Indonesia
adalah India, Uni Eropa, dan Tiongkok.?

Laporan ini berfokus pada rantai
pasok minyak sawit Indonesia dari
dua perusahaan agrobisnis raksasa
yang berbasis di AS, yaitu perusahaan
perdagangan komoditas The Archer-
Daniels-Midland Company (ADM) dan
Bunge Limited. Indonesia merupakan
sumber minyak sawit yang besar bagi
kedua perusahaan tersebut - ADM,
contohnya, mendapatkan 89% minyak
sawitnya dari Indonesia dan Malaysia.*?

RANTAI PASOK MINYAK SAWIT

Perusahaan agrobisinis seperti ADM

dan Bunge bertanggung jawab untuk
memonitor dan menangani pelanggaran
hak asasi manusia dan hak atas tanah
yang berada di dalam rantai pasok mereka,
meskipun mereka bukan pemilik langsung
dari lokasi pengolahan atau produksi
tempat pelanggaran terjadi. Seperti yang
akan kami jelaskan di dalam laporan

ini, tanggung jawab ini telah dijelaskan
dalam hukum dan standar internasional,
dan dalam beberapa kasus tertera dalam
hukum nasional dan bahkan di dalam
kebijakan kedua perusahaan tersebut.

Perusahaan perlu sangat berhati-hati

jika mereka akan mengambil pasokan

dari negara-negara tertentu. Mengingat
Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk
dalam melindungi dan menghormati hak-
hak pembela maupun dalam menangani
masalah hak atas tanah, perusahaan perlu
mengerahkan upaya dan sumber daya

untuk memantau pelanggaran dalam rantai

pasok mereka, khususnya untuk pabrik-
pabrik tempat mereka membeli minyak.

Mereka diharuskan menginvestigasi
semua tuduhan pelanggaran, baik dari

Pekerja memegang buah kelapa sawit
di perkebunan di provinsi Aceh.
Indonesia adalah penghasil komoditas
kelapa sawit terbesar di dunia.
Sumber: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP

via Getty Images

PERKEBUNAN PABRIK KILANG MANUFAKTUR m

Kelapa sawit Pengepresan ADM dan Bunge Minyak sawit Minyak sawit
dipanen dan kelapa sawit memiliki sejumlah hasil pengilangan merupakan bahan
dalam kurun dilakukan untuk kilang untuk digunakan dalam yang terdapat di
waktu 24 jam mengekstraksi memisahkan pembuatan hampir setengah
dikirim ke pabrik minyak sawit. minyak mentah bermacam-macam produk kemasan.
terdekat untuk Limbah dari proses yang siap dipakai produk mulai dari Minyak sawit juga
pengepresan ini berbahaya dan kosmetik, sabun, dipakai dalam pakan

dapat mencemari
perairan

X

sampai makanan
olahan

ternak dan sebagai
bahan bakar hayati
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sumber umum yang tersedia maupun
tuduhan langsung dari masyarakat atau
perwakilan masyarakat. Jika penyelidikan
mengungkapkan bahwa terdapat tuduhan
dengan dasar yang kuat, perusahaan
harus bekerja dengan pemasok mereka

untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.

Namun, sampai sejauh mana ADM

dan Bunge memenuhi kewajiban ini?
Untuk menjawab pertanyaan ini, Global
Witness melakukan investigasi terhadap
sampel acak dari pabrik di Indonesia
yang memasok minyak sawit ke kedua
pedagang tersebut.

Laporan ini memaparkan temuan dari
investigasi ini. Laporan ini memberikan
gambaran singkat tentang metodologi
yang digunakan untuk menyiapkan
laporan ini, dilanjutkan dengan gambaran

umum tentang keadaan di lapangan di
Indonesia, serta kedua pedagang: ADM
dan Bunge. Kami kemudian menguraikan
hukum dan kebijakan nasional dan
internasional yang wajib dipatuhi oleh
pedagang, dan mengungkapkan bukti
kegagalan ADM dan Bunge dalam
memenuhi tanggung jawab ini. Semua
halini dibahas untuk menghormati hak
atas tanah setempat, penegakan hak

para pembela HAM, dan pencegahan

atau mitigasi dampak buruk dari operasi
bisnis terhadap masyarakat setempat.
Risiko bisnis yang dihadapi perusahaan
merupakan akibat dari kegagalan tersebut
kemudian diuraikan, begitu pula tindakan
yang harus diambil perusahaan untuk
mengatasi masalah ini. Terakhir, kami
menjelaskan metodologi yang digunakan
dalam penyelidikan secara lebih rinci.

RINGKASAN METODOLOGI KAMI

Global Witness mengambil 330 sampel secara acak dari 658 pabrik di Indonesia

yang memasok minyak sawit ke ADM dan Bunge, berdasarkan daftar pemasok yang
mereka terbitkan.** Kami menganalisa masing-masing pabrik ini dengan melakukan
pencarian berdasarkan kata kunci untuk mengetahui dugaan pelanggaran hak atas
tanah dan/ atau konflik antara anggota masyarakat dan perusahaan pabrik. Untuk
menggambarkan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi, kami meneliti enam kasus
secara lebih rinci, berdasarkan informasi yang terbuka bagi publik, yang kemudian
kami verifikasi dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia pendukung masyarakat

tersebut.

Kami melakukan penelitian lanjutan tambahan untuk menilai lingkungan operasi
perusahaan minyak sawit di Indonesia, serta kebijakan dan prosedur ADM dan Bunge
yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat setempat dan

mereka yang membelanya.

Rekomendasi yang dimuat dalam laporan ini dikembangkan setelah berkonsultasi
dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan internasional yang relevan.
Penjelasan lebih rinci tentang metodologi kami disediakan di akhir laporan.

Investigasi kami
mengamati laporan
pelanggaran hak
atas tanah dan hak
asasi manusia yang
dilakukan sejumlah
sampel pabrik yang
memasok kedua
pedagang
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KEADAAN DI LAPANGAN

"""/' DEWAN Mw
’.!.4 LN/ AS s

Suprems

KEBIJAKAN DAN
IMPLEMENTASI YANG
TIDAK EFEKTIF

Indonesia memiliki keadaan di lapangan
atau lingkungan operasi yang sulit -
karena adanya masalah kebijakan dan
implementasi yang signifikan terkait tanah
dan hak adat, dan kurangnya perlindungan
bagi pembela hak asasi manusia.

Akses dan kepemilikan tanah adalah
sumber utama konflik di negara ini.
Sistem tata kelola tanah yang kompleks
gagal mencegah atau menyelesaikan
sengketa. Undang-Undang Kehutanan

Nasional Indonesia No. 41/1999, misalnya,

mengatur pengelolaan hutan - tetapi
klausa dalam undang-undang tersebut
memfasilitasi perampasan lahan

dan konversi hutan adat (atau yang
dikelola masyarakat) menjadi hutan
negara.”? Undang-undang memberikan
kewenangan kepada negara untuk

mengeluarkan berbagai skema perizinan
kegiatan kehutanan bagi perusahaan
swasta, dan hak adat dan hak masyarakat
tradisional atas hutan adat dapat dengan
mudah diabaikan dalam proses ini.’®

Undang-undang yang meminta
perusahaan untuk bermusyawarah
dengan komunitas setempat di

setiap tahapan proyek bisnis untuk
mendapatkan izin sudah diberlakukan
selama beberapa tahun. Namun, laporan
mengungkapkan bahwa di dalam
beberapa kasus, perusahaan tidak
melakukan musyawarah yang bermakna
dan tidak melakukan analisis risiko

hak asasi manusia yang memadai.*
Meski dinyatakan jelas dalam undang-
undang, dalam praktiknya, sedikit sekali
pengawasan pemerintah terhadap cara
perusahaan melakukan musyawarah.

Dengan kurangnya partisipasi masyarakat,
kegiatan ini dilakukan semata-mata hanya

untuk memenuhi persyaratan.t®

Para pengunjuk rasa menentang
omnibus law, sebuah undang-undang
kontroversial yang bertujuan untuk
meningkatkan investasi dengan
mengurangi persyaratan peraturan
untuk izin usaha dan proses
pembebasan lahan. Banyak pihak
khawatir bahwa undang-undang baru
tersebut akan mengancam hak atas
tanah adat dan memperburuk usaha
perlindungan lingkungan.

Sumber: Algi Febri Sugita/SOPA Images/
LightRocket via Getty Images

Global Witness telah
mendokumentasikan
12 pembunuhan terhadap
pembela tanah dan
lingkungan di Indonesia
sejak 2015
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Kegagalan panjang Indonesia dalam
menegakkan hak masyarakat adat sesuai
yang diakui oleh hukum internasional
menyebabkan munculnya desakan

bagi diberlakukannya sebuah kerangka
hukum khusus. Pemerintah Indonesia
memandang warganya sebagai
“masyarakat adat”, dan ini menyebabkan
ketegangan dengan kelompok masyarakat
sipil yang menyerukan perlindungan
hukum yang lebih besar bagi masyarakat
adat tradisional. Sebuah putusan
konstitusi penting yang berlaku tahun
2013 menghapus kontrol negara atas
tanah adat dan mengembalikannya
kepada masyarakat adat Indonesia.*®
Namun, pemerintah dilaporkan hanya
mengakui lahan hutan adat seluas

164 km persegi pada 2017. Sangat

kecil jika dibandingkan dengan luasan
“hutan leluhur” 19.000 km persegi yang
diperkirakan kelompok hak adat, Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara.

Korupsi merajalela di dalam sektor ini,
terutama yang berhubungan dengan
proses perizinan untuk perkebunan.
Beberapa politikus penting ditangkap
karena suap, dengan tuduhan
menggunakan perusahaan cangkang dan
perwakilan untuk menjual izin secara
korup kepada perusahaan perkebunan
multinasional. Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Indonesia menyatakan
bahwa banyak perusahaan telah diizinkan
untuk beroperasi di area hutan yang
terlarang untuk budidaya kelapa sawit.*®

Pemerintah telah menanggapi klaim
deforestasi yang berhubungan dengan
kelapa sawit tersebut ewat deklarasi
penghentian (moratorium) selama

tiga tahun pemberian izin pelepasan
kawasan hutan untuk perkebunan -yang
dijadwalkan berakhir pada 2021. Meski
demikian, perkebunan kelapa sawit terus
menyebar ke hutan primer, seperti di
Papua, yang mengalami penambahan luas
perkebunan sawit sebanyak lima kali lipat
antara tahun 2000-2015.%°

PEMBALASAN BAGI
MEREKA YANG ANGKAT
BICARA

Indonesia merupakan negara berisiko
tinggi bagi mereka yang mengajukan
pendapat atas tanah dan lingkungan
mereka. Tiap tahun, kelompok
masyarakat sipil Indonesia dan
internasional mengedarkan statistik
suram tentang banyaknya pembela
tanah dan lingkungan yang dibunuh
ataupun dikriminalisasi selama
perselisihan antara perusahaan dan
masyarakat (sering kali dengan dukungan
negara). Kebanyakan dari kekerasan
dan pelanggaran ini berpusat pada
perkebunan dan pabrik minyak sawit.

Global Witness telah mendokumentasikan
12 pembunuhan terhadap pembela tanah
dan lingkungan di Indonesia sejak 2015,
dan agrobisnis merupakan industri yang
paling dikaitkan dengan penyerangan-
penyerangan tersebut.? Penelitian dari
organisasi hak asasi manusia ELSAM
menemukan 27 kasus serangan kekerasan
terhadap pembela tanah dan lingkungan
pada 2019 yang terjadi di 14 provinsi,
mulai dari intimidasi, serangan fisik,
sampai pembunuhan.?

Hukum Indonesia secara khusus

melindungi pembela tanah dan lingkungan:

Pasal 66 UU No. 32/2009 berbunyi:

‘Setiap orang yang memperjuangkan

hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat tak dapat dituntut secara pidana
maupun digugat secara perdata. Namun,
kriminalisasi atas pembela tanah dan
lingkungan cukup marak terjadi, termasuk
di sektor kelapa sawit. Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
mencatat 708 kasus kriminalisasi terhadap
pembela hak asasi manusia pada 2019, dan
hampir seperempatnya merupakan korban
karena membela hak atas tanah.*

Meskipun konstitusi dan hukum Indonesia
mengatur kebebasan berkumpul dan

Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) mencatat 708 kasus
kriminalisasi terhadap
pembela tanah dan
lingkungan pada 2019

f‘
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berserikat secara damai, dalam praktiknya
terdapat banyak bukti bahwa pemerintah
sering membatasi kebebasan ini.
Pengawas internasional CIVICUS telah
mengklasifikasikan ruang sipil negara

ini sebagai ‘terhambat’? Pemerintah
Indonesia terus menerus gagal dalam
melindungi pembela hak asasi manusia® -
sehingga memperkuat desakan terhadap
setiap perusahaan yang mengambil
pasokan dari negara ini untuk mengambil
tindakan tambahan guna menjamin
adanya musyawarah dan penghormatan
hak-hak pembela.

Perampasan lahan dan ancaman terhadap
hak masyarakat atas lahan di area budi

daya kelapa sawit kemungkinan akan
terus berlanjut. Para penentang Undang-
Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini
disahkan menyatakan bahwa hal itu akan
memungkinkan pelanggaran hak asasi
manusia, dan meningkatkan kemungkinan
konflik dan rusaknya reputasi perusahaan
yang mengambil pasokan dari negara ini.»

Jelas bahwa setiap perusahaan yang
beroperasi atau mengambil pasokan
produk hasil tanah dari Indonesia
perlu melakukan proses uji kelayakan
yang signifikan dan berkelanjutan
untuk mengidentifikasi, mencegah dan
mengurangi pelanggaran hak asasi
manusia dan lahan.

Pabrik minyak sawit di Kendawangan,
Kalimantan Barat.

Sumber: ADEK BERRY/AFP

via Getty Images
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SIAPAKAH PARA PEDAGANG?

Perusahaan perdagangan komoditas
adalah kelompok yang berpengaruh.
Selama lebih dari satu abad, ADM, Bunge,
Cargill dan Louis Dreyfus, yang dikenal
sebagai pedagang Empat Besar, telah
mendominasi perdagangan internasional
biji-bijian dan minyak nabati, termasuk
minyak sawit.?* ADM dan Bunge adalah
perusahaan agrobisnis raksasa global
yang berbasis di AS yang beroperasi di
bagian tengah rantai pasok. Perusahaan-
perusahaan ini mengambil minyak sawit
dari 800 hingga 1.000 pabrik minyak sawit
Indonesia. Kedua pedagang tersebut
memiliki hubungan rantai pasok minyak
sawit dengan merek-merek besar seperti
The Coca-Cola Company, General Mills,
Kellogg’s, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, dan
Unilever.

ADM, berkantor pusat di Illinois, adalah
salah satu perusahaan agrobisnis terbesar
di dunia, dengan rantai penerimaan
global yang mencakup pengadaan
komoditas pertanian, produksi bahan,
dan jaringan transportasi hasil pertanian
berskala besar. Perusahaan ini memegang
peranan penting dalam industri minyak
sawit global: ADM yang merupakan
pemegang saham utama di Wilmar
International Limited diperkirakan tetap
mempertahankan 20% kepemilikan
strategis di perusahaan setelah penjualan
saham pada Agustus 2020.% Lebih

dari 70% pasokan minyak sawit ADM
bersumber dari kilang Wilmar.? Wilmar
International adalah pedagang minyak

sawit terbesar di dunia dan salah satu
pemilik perkebunan terbesar. Perusahaan
ini juga merupakan produsen dan penjual
terkemuka di Indonesia dengan pangsa
pasar sebesar 35%.%°

Bunge berkantor pusat di Missouri,
sama seperti ADM, operasi agrobisnisnya
meliputi pembelian, penyimpanan,
transportasi, pengolahan, dan penjualan
komoditas pertanian. Pada 2018, Bunge
mengakuisisi 70% kepemilikan di
perusahaan minyak sawit raksasa, 10l
Loders Croklaan.** IOl disinyalir memiliki
96 perkebunan kelapa sawit di seluruh
Indonesia dan Malaysia dengan cadangan
lahan seluas 217.937 hektar.*

Kedua perusahaan tersebut sama-sama
terdaftar di Bursa Efek New York, dan
keduanya memiliki investor institusional
yang sama di dalam peringkat lima
pemilik teratas mereka. Per September
2020, T. Rowe Price Associates, Inc.
memegang lebih banyak kepemilikan
Bunge Ltd daripada investor institusional
lainnya, sementara State Farm
Management Corporation memegang
jumlah saham tertinggi di ADM. Grup
Vanguard adalah pemegang saham
terbesar kedua untuk Bunge dan ADM.
BlackRock Fund Advisors dan State Street
Global Advisors adalah pemegang saham
terbesar ketiga dan keempat, sedangkan
untuk ADM, kedua investor institusional
ini adalah investor terbesar keempat dan
ketiga.®

ADM dan Bunge merupakan
perusahaan agrobisinis raksasa yang
berbasis di AS.

Sumber gambar atas : Tim Boyle/
Bloomberg via Getty Images

Sumber gambar bawah : Vincent
Mundy/Bloomberg via Getty Images
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TEMUAN INVESTIGASI KAMI:

Bagaimana ADM dan Bunge gagal
memastikan kepatuhan

Bagian dari laporan ini memaparkan
bukti dari penyelidikan primer kami,
yang didukung oleh penelitian sekunder,
tentang bagaimana ADM dan Bunge
gagal memastikan kepatuhan terhadap
hukum nasional dan internasional, serta
kebijakannya sendiri, yang berhubungan
dengan penghormatan terhadap hak
tanah dan hak asasi manusia. Pertama,
kami mengemukakan temuan investigasi
teratas, menyoroti jumlah pabrik dalam
sampel kami yang terkait dengan dugaan
pelanggaran hak tersebut, kemudian
secara bergantian meninjau tiga golongan
utama dugaan pelanggaran yang
diungkap, yaitu:

© pelanggaran atas hak masyarakat dan
hak atas tanah masyarakat adat

© menghalangi pembela hak asasi
manusia untuk beroperasi dengan aman
dan bebas

© kegagalan untuk mengurangi dampak
buruk dari operasi bisnis pada masyarakat
lokal dan lingkungan mereka.

Untuk setiap jenis dugaan pelanggaran di
atas, pertama-tama, kami menguraikan
apa yang harus dilakukan ADM dan Bunge
- sebagaimana yang diatur dalam hukum
Indonesia, standar internasional, dan
kebijakan perusahaan mereka. Kemudian,
kami memberikan bukti mengenai apa
yang sebenarnya terjadi dalam rantai
pasok minyak sawit mereka di Indonesia.
Akhirnya, kami menelusuri sampai sejauh
mana para pedagang berusaha untuk
menyelidiki atau memperbaiki setiap
dugaan pelanggaran hak atas tanah dan
hak asasi manusia yang kami temukan.

TEMUAN TERPENTING

Investigasi kami mengidentifikasi
sejumlah besar masalah yang
berhubungan dengan hak atas tanah,
kriminalisasi, serangan terhadap

para pembela dan kegagalan untuk
mengurangi, menginvestigasi dan
memperbaiki dampak yang merugikan,
termasuk:

© Hampir 40% - atau 2 dari 5 - pabrik
sampel yang memasok untuk ADM dan
Bunge (129 dari 330 pabrik), menurut
laporan yang dapat dipercaya, telah
dituduh melanggar hak atas tanah
masyarakat setempat, mengkriminalisasi
atau menyerang pembela HAM, dan / atau
menyebabkan kerusakan lingkungan
yang serius.

© Mayoritas dugaan ini terjadi dalam lima
tahun terakhir, dan terdapat 17% pabrik
yang telah dan sedang mengalami konflik
aktif pada tahun 2019 dan 2020. Sembilan
dari perselisihan ini telah berlangsung
selama satu dekade atau lebih dan
menjadi subjek berbagai laporan media.

© Masyarakat setempat menuduh 26%
pabrik dalam sampel yang kami tinjau
telah merampas lahan milik masyarakat
(86 pabrik). Laporan dari delapan kasus
diantaranya menerangkan dengan

jelas bahwa masyarakat telah digusur
dari lahan mereka, meskipun jumlah
penggusuran sebenarnya yang tidak
dilaporkan mungkin lebih tinggi.

© Perseteruan yang melibatkan kekerasan
antara pabrik atau aparat keamanan
negara dan masyarakat dilaporkan
sebagai konflik di 13 pabrik, biasanya
terjadi akibat sengketa tanah yang
berkepanjangan.

JUMLAH PABRIK
DENGAN LAPORAN
KREDIBEL ATAS
PELANGGARAN HAK
ATAS TANAH DAN
HAK ASASI MANUSIA

201

pabrik memiliki
konflik aktif atau
berkelanjutan
pada 2019/2020

pabrik dituduh
merampas lahan
masyarakat
setempat
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HAK ATAS TANAH
MASYARAKAT DAN
MASYARAKAT ADAT

Apa yang harus ADM dan Bunge
lakukan: kewajiban perusahaan
menurut hukum Indonesia,
standar internasional, dan
kebijakan perusahaan mereka

Terdapat sejumlah undang-undang
Indonesia dan standar internasional
yang dengan jelas menyatakan bahwa
perusahaan bertanggung jawab untuk
menghormati hak masyarakat setempat
dan adat atas tanah:

© hak-hak masyarakat adat telah
tercantum dalam hukum Indonesia,
dijamin di bawah konstitusi, dan didukung
oleh serangkaian peraturan menteri dan
hukum (meskipun, seperti yang telah
dibahas, Indonesia merupakan lingkungan
operasi yang sulit). Peningkatan
perlindungan untuk hak-hak masyarakat
adat juga ditemukan di tingkat sub-
nasional.*

© Perusahaan minyak sawit diharuskan
untuk bermusyawarah dengan masyarakat
yang berpotensi terkena dampak dalam
beberapa hal selama proses perizinan,
termasuk selama penilaian dampak
lingkungan dan sosial.®

© Menurut Undang-Undang Kehutanan
Indonesia tahun 1999 (pasal 68) dan
Undang-Undang Perkebunan tahun

2014, pemegang izin proyek kehutanan
dan pertanian yang baru diharuskan
membayar kompensasi kepada
masyarakat setempat atas hilangnya akses
lahan.

© Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
(United Nations Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples) - yang dipilih

oleh Indonesia - menguraikan hak-hak
teritorial tertentu dari masyarakat adat,
termasuk bahwa ‘tidak ada relokasi

yang boleh dilakukan tanpa persetujuan
bebas, didahulukan, dan diinformasikan
(FPIC) dari masyarakat adat yang terkait.
Terdapat pengakuan yang semakin besar
bahwa prinsip FPIC harus diterapkan pada
semua masyarakat yang tanah, sumber
daya, atau haknya mungkin terpengaruh
oleh proyek bisnis. Kurangnya
musyawarah dengan masyarakat dan
persetujuan atas proyek bisnis adalah
salah satu akar penyebab konflik yang
mengarah pada ancaman dan serangan
terhadap pembela HAM.

Kebijakan perusahaan ADM dan Bunge juga
mencakup komitmen untuk menghormati
hak masyarakat setempat atas lahan.
Dalam kebijakan hak asasi manusianya,
ADM telah berkomitmen untuk
“Menghormati hak kepemilikan tanah dan
hak masyarakat adat dan setempat untuk
memberikan atau memastikan persetujuan
FPIC untuk operasi di tanah yang hak
hukumnya mereka pegang.”* Bunge,
demikian pula, mengakui “Penghormatan
terhadap hak masyarakat setempat dan
adat serta pemberlakuan persetujuan FPIC
untuk pembelian dan penggunaan lahan”
dan “Dukungan pada Panduan Sukarela
Organisasi Pangan dan Pertanian tentang
Tata Kelola Kepemilikan yang Bertanggung
Jawab” dalam Kebijakan Pengadaan
Minyak Sawitnya.*” Namun, meskipun
kebijakan ADM dan Bunge menyertakan
pembahasan tentang hak atas tanah dan
FPIC, mereka hanya memberikan sedikit
detail tentang pemantauan kepatuhan atau
akuntabilitas terhadap kegagalan pemasok
dalam menghormati hak-hak ini.

Apa yang sebenarnya terjadi?
Temuan investigasi kami

Sayangnya, investigasi kami
mengungkapkan bahwa kewajiban ini
sangat mungkin tidak dipenuhi di rantai
pasok minyak sawit ADM dan Bunge di
Indonesia. Investigasi kami menyoroti
banyak contoh pabrik yang memasok
untuk ADM dan Bunge yang menurut
laporan telah dituduh melanggar hak atas
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tanah masyarakat lokal. Memang, jenis
konflik yang paling sering teridentifikasi
oleh tinjauan kami dalam sampel pabrik
yang memasok minyak sawit ke ADM dan
Bunge pada 2019-2020 adalah dugaan
perampasan lahan dan jenis sengketa
lahan lainnya. Hal ini termasuk, misalnya,
perselisihan tentang batas-batas tanah
milik masyarakat dan milik perusahaan,
perambahan ke dalam kawasan hutan
yang digunakan oleh masyarakat,

dan dugaan kegagalan perusahaan
untuk bermusyawarah atau memberi
kompensasi kepada masyarakat atas
hilangnya tanah.

Investigasi kami menemukan bahwa
masyarakat lokal menuduh 86 pabrik dari
sampel yang diambil telah merampas
lahan milik masyarakat. Laporan dari
delapan kasus diantaranya menerangkan
dengan jelas bahwa masyarakat telah
digusur dari lahan mereka, meskipun
jumlah penggusuran sebenarnya yang
tidak dilaporkan mungkin lebih tinggi.
Ditambah, analisis kami menemukan
laporan dugaan korupsi praktek
pengadaan lahan yang dituduhkan
kepada lima pabrik dalam sampel kami.

Riset menunjukkan bahwa korupsi dalam
pengadaan lahan oleh perusahaan
agrobisnis di Indonesia marak terjadi.®®
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menunjukkan bahwa ada banyak
perusahaan yang telah diizinkan
beroperasi di kawasan hutan yang
seharusnya terlarang untuk budi daya
kelapa sawit.** Pemerintah terus-menerus
menolak untuk menerbitkan peta
perizinan pertanian di beberapa daerah

- dengan alasan bahwa itu merupakan
informasi kepemilikan perusahaan -
meskipun pengadilan telah memutuskan
bagi pengungkapannya. Hal ini telah
menghalangi pengawasan publik terkait
klaim korupsi yang dilakukan perusahaan
kelapa sawit.” Padahal suap dan praktik
korupsi adalah kejahatan di mata hukum
Indonesia.” Pedagang internasional yang
membeli minyak sawit dari perusahaan
yang terbukti melakukan praktik korupsi
dapat dituntut menurut hukum Indonesia,
jika pedagang tersebut memang terbukti
mengetahui praktik-praktik tersebut.*

Sampel kami menemukan bukti yang
dengan jelas menghubungkan 19 pabrik
(atau hampir 6%) dengan pelanggaran

86 pabrik
dituduh melakukan
perampasan lahan

dan sengketa
lahan lainny

o'o4

19 pabrik
dituduh
melanggar hak
masyarakat adat

.

y

Pabrik minyak sawit dikelilingi
perkebunan di Provinsi Riau,
Sumatra.

Sumber: Greenpeace/Oka Budhi
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hak masyarakat adat. Dampak yang tidak  Setelah bertahun-tahun melakukan

sepadan dari perluasan kelapa sawit tindakan langsung, termasuk perusakan
komersial terhadap hak teritorial bagi tanaman sawit milik PT SPL dan tanaman
sebagian besar masyarakat adat yang perusahaan sawit lainnya, masyarakat

tinggal di hutan di Indonesia telah banyak ~ Sambawa masih terus berjuang agar
didokumentasikan. Salah satu contohnya hak adat atas tanah mereka dihormati.

melibatkan masyarakat Sambawa Sebagai tanggapan kepada Global
(Sabandete Walandawe) di Kabupaten Witness, induk perusahaan PT SPL,
Konawe Utara di Sulawesi Selatan. Capitol Group, menyatakan bahwa

semua masyarakat adat Sambawa telah
menandatangani nota kesepahaman
dengan perusahaan sebagai bagian
perjanjian bagi hasil produksi minyak
sawit. Capitol Group menyangkal

klaim perampasan lahan masyarakat
dan menyatakan bahwa PT SPL telah
membawa kemajuan bagi masyarakat

Pada 2010, masyarakat Sambawa
memprotes tindakan beberapa pabrik
kelapa sawit lokal, termasuk pemasok
ADM dan Bunge: PT Sultra Prima

Lestari (SPL). Mereka mengklaim
bahwa PT SPL telah menguasai 12.000
hektar lahan milik masyarakat, yang
merupakan gabungan antara hutan dan

setempat.
lahan pertanian bersama masyarakat.
Kehadiran perusahaan sejak 2004 telah Meskipun protes telah dilontarkan
mengubah cara hidup masyarakat terhadap pabrik-pabrik dalam rantai
secara signifikan. Para perempuan yang pasok ADM dan Bunge, tidak ada bukti
mata pencahariannya beralih ke kelapa bahwa kedua pedagang ini bekerja sama
sawit karena kehilangan akses ke lahan dengan PT SPL untuk menyelesaikan,
pertanian melaporkan mengalami mencegah, atau mengatasi dampak
kesulitan menghasilkan uang yang cukup buruk perampasan tanah terhadap cara
untuk memenuhi kebutuhan keluarga hidup masyarakat adat Sambawa. ADM
mereka. Mereka juga melaporkan tidak mengatakan pada Global Witness bahwa
lagi bisa memanen kerang yang cukup mereka akan menyelidiki semua kasus

karena air yang sangat keruh, yang mereka yang diangkat dalam laporan ini.
kaitkan dengan polusi dari pabrik.*

Kumpulan demonstran menentang
omnibus law di Jakarta.

Sumber: Anton Raharjo/Anadolu Agency
& via Getty Images

. MENTERI
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Temuan kami atas tingginya jumlah
pabrik yang berhubungan dengan dugaan
pelanggaran hak atas tanah menunjukkan
bahwa ADM dan Bunge tidak hanya gagal
memenubhi kebijakan mereka sendiri,
tetapi juga berpotensi gagal dalam
memenuhi standar global seperti yang
dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang
Hak-hak Masyarakat Adat (lihat di atas).

MENJUNJUNG TINGGI
HAK PEMBELA HAK
ASASI MANUSIA UNTUK
BEROPERASI DENGAN
BEBAS DAN AMAN

Apa yang harus ADM dan Bunge
lakukan: kewajiban perusahaan
menurut hukum Indonesia,
standar internasional dan
kebijakan perusahaan mereka

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan
berserikat dan berpendapat, hak atas
perlindungan diri pribadi, martabat

dan harta benda, dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.”* Sebagaimana
telah disebutkan, hukum Indonesia
secara khusus melindungi para pembela
lahan dan lingkungan melalui pasal

66 UU No. 32/2009. Pasal tersebut
menyatakan bahwa: ‘Setiap orang yang
memperjuangkan hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat tak dapat
dituntut secara pidana maupun digugat
secara perdata’

Tanggung jawab perusahaan menurut
standar internasional meliputi:

© Menurut Prinsip-prinsip Panduan PBB
tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
(UN Guiding Principles on Business and
Human Rights - UNGP), perusahaan-
perusahaan bisnis memiliki tanggung
jawab terpisah dan independen untuk
menghormati hak asasi manusia, yang

ada sebagai tambahan dari kewajiban
negara.*® Di bawah panduan ini, bisnis
bertanggung jawab untuk menghormati,
termasuk di dalamnya menahan diri
untuk tidak merugikan pembela hak asasi
manusia, membatasi hak-hak mereka,
atau mengganggu aktivitas mereka. UNGP
juga mewajibkan perusahaan bekerja
sama dengan pembela hak asasi manusia
untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan
mengatasi segala dampak buruk operasi
mereka dalam hubungannya dengan

hak asasi manusia. Perusahaan harus
menggunakan pengaruh mereka melalui
bisnis dan hubungan dengan pemasok
mereka untuk mengatasi dampak-dampak

Pekerja memasukkan kelapa sawit ke
truk di perkebunan di Sumatra Utara.
L. Sumber: Jefri Tarigan /Anadolu Agency/
ni. Getty Images

© UNGP menyatakan hal tersebut
karena ‘perusahaan bisnis dapat
mempengaruhi hampir seluruh spektrum
hak asasi manusia yang diakui secara
internasional, tanggung jawab mereka
untuk menghormati hal ini berlaku untuk
semua hak tersebut’. Hal ini termasuk
menghormati hak-hak pembela tanah
dan lingkungan, sebagaimana dipaparkan
dalam Deklarasi PBB tentang Pembela
Hak Asasi Manusia.*

© Michel Forst, pembuat laporan Khusus
PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia
periode 2014-2020 - menguraikan peran
bisnis yang secara aktif mendukung dan
mempromosikan peran pembela hak asasi
manusia yang bekerja di sektor mereka
dalam laporan ke Sidang Umum PBB.*

Sehubungan dengan kebijakan pedagang
sendiri, tak satu pun dari kedua
perusahaan tersebut yang secara terbuka
menyatakan komitmen spesifik mereka
untuk melindungi pembela hak asasi
manusia atau mencegah pembalasan
terhadap mereka. Namun, Kebijakan
Sumber Minyak Sawit Berkelanjutan
Bunge versi 2018 menyatakan komitmen
perusahaan dalam melakukan penilaian
verifikasi tingkat pabrik, dengan

‘pakar independen’ dan ‘peringatan
pemangku kepentingan’, yang mencakup
peringatan risiko hak asasi manusia.”
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Selain itu, Kebijakan Tenaga Kerja

Bunge menyebutkan ‘penilaian hak

asasi manusia perlu sering dilakukan’
seperti disebutkan Kebijakan Pengadaan
Perusahaan. Kebijakan itu menyatakan:
‘Kami memblokir pemasok mana pun
yang secara kuat dituduh melakukan
pelanggaran hak asasi manusia, dan kami
bekerja dengan asosiasi industri untuk
meningkatkan pendekatan ini di sektor
yang lebih luas.*® Bunge tidak menanggapi
permintaan Global Witness untuk
memberikan klarifikasi tentang proses uji
kelayakannya, tetapi menegaskan kembali
komitmennya terhadap prinsip-prinsip
dalam Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit
Berkelanjutan dan Kebijakan Tenaga Kerja
Global mereka.

Meskipun ADM telah memiliki kebijakan
hak asasi manusia, hak tenaga kerja

tetap diperhatikan di dalam rantai

pasok mereka. Namun, dalam pedoman
‘Ekspektasi Pemasok’, ADM menyatakan
bahwa terkait hak asasi manusia

dan lingkungan, ADM mengharapkan
pemasok untuk menghormati kebebasan
berserikat.?* Selama beberapa tahun
terakhir, ADM juga telah mengembangkan
Rencana Aksi Minyak Sawit tahun
2018-2019 dengan organisasi nirlaba
Earthworm Foundation.>? Ini merupakan
bagian dari upaya ADM untuk ‘mengurangi
dan memitigasi risiko berantai pasokan
kelapa sawit melalui transparansi dan
keterlacakan, keterlibatan pemasok &
identifikasi risiko, transformasi, serta
pemantauan dan verifikasi.>* Namun,
rencana tersebut tidak berisi komitmen
khusus untuk pembela hak asasi manusia.

ADM memberi tahu Global Witness bahwa
mereka telah melakukan penilaian
pemasok pihak ketiga terhadap semua
pemasok langsungnya. Dilaporkan

bahwa 97% pemasok langsungnya dinilai
berkinerja baik, termasuk dalam kebijakan
mereka untuk mencegah dan menangani
eksploitasi. Perusahaan melaporkan
bahwa mereka menerapkan strategi

yang melibatkan pemasok untuk terus
memastikan bahwa kebijakannya dipatuhi.

Apa yang sebenarnya terjadi?
Temuan investigasi kami

Sayangnya, penyelidikan kami
mengungkapkan bahwa para pembela
lahan dan lingkungan yang mengangkat
masalah dengan pabrik di sampel kami
terlalu sering dibatasi haknya untuk
beroperasi secara bebas dan aman.
Khususnya, kami menemukan banyak
contoh dugaan kriminalisasi, dan dugaan
serangan kekerasan terhadap pembela dan
anggota komunitas yang mereka wakili.
Temuan kami dijelaskan di bawah ini:

Kriminalisasi: Investigasi kami
menemukan bahwa dalam sengketa yang

Anggota masyarakat
melibatkan sembilan pabrik, anggota

masyarakat setempat dilaporkan telah setempat yang
ditangkap, diadili, atau dikenakan proses memE)rotes
hukum dan denda karena memprotes 9 pabrik telah
kegiatan perusahaan kelapa sawit. ditangkap, didenda,

atau diadili
Salah satu konflik yang sedang

berlangsung adalah kasus perusahaan
minyak sawit PT Erasakti Wira Forestama
(EWF) melawan penduduk dan kelompok
petani di Provinsi Jambi, Sumatra, dan
melibatkan kriminalisasi perwakilan
hukum mereka. PT EWF mengklaim

telah membeli 406 hektar tanah di Desa
Merbau.>* Namun, sejumlah warga

desa menolak klaim tersebut, dengan
menyatakan bahwa mereka tidak pernah
menjual tanahnya kepada perusahaan.
Menurut laporan, investigasi tahun 2012
atas kasus PT EWF oleh Tim Penyelesaian
Sengketa Kabupaten Tanjung Jabung
Timur menetapkan penduduk desa
sebagai pemilik sah dari tanah yang
diperebutkan.

Berjuang agar keluhannya didengar,
warga desa memberikan kuasa kepada
Thawaf Aly dari Persatuan Petani Jambi
(PPJ). Pada Januari 2018, mereka
menempati kembali tanah mereka dan
Aly mengajukan pengaduan ke kantor
pertanahan untuk memohon pembatalan
izin PT EWF dan meminta mediasi. Meski
demikian, perusahaan tetap mengajukan
permohonan izin (HGU) untuk menanam
kelapa sawit, yang kabarnya telah
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diberikan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Tantajim pada Juli 2018,
di tengah berlangsungnya mediasi antara
PT EWF dan masyarakat. Penduduk

desa menganggap proses tersebut telah
dikotori dengan “kejanggalan pemalsuan
data”.*® Selain dituduh melakukan
perampasan tanah dan kemungkinan
penipuan, PT EWF juga dihadapkan pada
tuduhan bahwa mereka membahayakan
stok ikan karena membuang limbah ke
Sungai Batang Hari, dan bahwa tanggul
mereka membuat masyarakat kehilangan
air dan merusak ekosistem gambut lokal.*®

Kasus ini memuncak pada Oktober

2019, ketika advokat warga desa Thawaf
Aly, dipanggil oleh Polres Tanjung
Jabung Timur sebagai tersangka karena
diduga melanggar UU No 39/2014
tentang penggunaan atau penghunian
lahan perkebunan secara tidak sah.*
Persidangannya pada Februari 2020
ditanggapi dengan protes dan tuduhan
bahwa PT EWF mengandalkan saksi yang
memberikan kesaksian ‘palsu’ bahwa
izin HGU PT EWF telah diberikan sebelum
anggota masyarakat membangun
sebuah pondok di atas tanah yang
diperebutkan.®® Aly dibebaskan pada Juni
2020. Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) dan PPJ berjanji akan melanjutkan
perjuangan warga untuk mendapatkan
kembali hak atas tanah mereka. PT EWF
tidak menanggapi permintaan dari Global
Witness untuk berkomentar.

PT EWF tetap memasok ADM dan Bunge
pada saat terjadi persidangan dan
tuduhan pencemaran. Tidak ada bukti
bahwa Bunge atau ADM mengetahui
sengketa tanah yang melibatkan PT EWF
dan masyarakat di Jambi, dan mereka
juga tidak mengambil tindakan atas kasus
tersebut, meskipun ADM sejak saat itu
menyatakan akan menyelidiki semua
kasus yang diangkat dalam laporan ini.
Baik Bunge dan ADM telah berkomitmen
dalam kebijakan mereka sendiri untuk
menghormati hak asasi manusia. Namun,
kriminalisasi yang ditargetkan kepada

pembela tanah dan lingkungan melanggar
kebijakan ini, dan bertentangan

dengan UNGP dan hak fundamental
untuk melakukan protes damai. ADM

dan Bunge seharusnya tidak hanya
menyadari tuduhan terus menerus atas
penyimpangan yang melibatkan pemasok
mereka, tetapi mereka juga seharusnya
menyelidiki klaim komunitas dan keadaan
seputar kriminalisasi Thawaf Aly dan tidak
memasukkan PT EWF dalam rantai pasok
mereka sampai konflik diselesaikan.

Kekerasan/serangan kekerasan:
Selain kriminalisasi, pembela HAM
juga sering menjadi korban kekerasan
oleh aparat keamanan swasta atau
negara. Perseteruan yang melibatkan
kekerasan antara masyarakat, pabrik
atau aparat keamanan negara dan
masyarakat dilaporkan sebagai konflik
yang melibatkan 13 pabrik, kebanyakan
merupakan akibat sengketa tanah yang
berkepanjangan.

Salah satu contohnya berhubungan
dengan perusahaan yang memiliki
perkebunan dan pabrik, PT Bumi

Sawit Kencana Il (PT BSK). Pada 2017,
kelompok pembela HAM menuntut agar
polisi menindak petugas Korps Brigade
Mobil (BRIMOB) yang bertanggung

jawab atas dugaan penembakan di
perkebunan PT BSK, pada 18 Desember
2017 di Kalimantan Tengah.* Perusahaan
tersebut, sebuah perkebunan yang dimiliki
oleh pedagang komoditas internasional
Wilmar, telah merampas tanah mereka
tanpa membayar kompensasi, menurut
kelompok Indonesia yang bekerja dengan
penduduk di sekitar perkebunan.®® Seperti
disebutkan sebelumnya, undang-undang
Indonesia mewajibkan pemegang izin
proyek kehutanan dan pertanian yang
baru untuk membayar kompensasi
kepada masyarakat lokal atas hilangnya
akses terhadap lahan.

Wilmar menghubungkan penembakan
dua orang pada Desember 2017
dengan eskalasi kekerasan untuk

13 pabrik
dilaporkan tersangkut
konfrontasi yang
melibatkan kekerasan
antara pabrik atau aparat
keamanan negara dan
masyarakat
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menanggapi pencurian buah kelapa
sawit yang dilakukan oleh para pekerja.
Satuan keamanan Wilmar, tidak dapat
mengendalikan situasi, sehingga meminta
bantuan dari BRIMOB yang diklaim
Wilmar awalnya menembakkan peluru ke
udara, kemudian ke individu, yang diduga
menggunakan peluru karet.®* Wilmar
membantah bahwa individu tersebut
adalah anggota masyarakat setempat.
Wilmar merujuk pada hukuman delapan
bulan penjara yang telah dijatuhkan
kepada kedua korban penembakan -
satu atas ‘penyalahgunaan’ dan yang
lainnya karena ‘membawa parang’.®
Tidak diketahui apakah staf keamanan
yang terlibat dalam insiden penembakan
tersebut diadili.

Dugaan konfrontasi kekerasan atas
kegiatan PT BSK telah berlangsung selama
beberapa tahun. Pada 2013, empat

orang dilaporkan terluka dalam protes
terhadap pembangunan kanal oleh PT
BSK.®® Menanggapi Global Witness, Wilmar
menghubungkan insiden tersebut dengan
serangan penduduk desa terhadap
petugas keamanan dan pos keamanan PT
BSK setelah gagalnya upaya keterlibatan
awal, dan konflik tersebut diselesaikan
setelah dilakukannya mediasi antara
penduduk desa Pantap dan PT BSK pada
2013. Kemudian, kelompok-kelompok
pembela melontarkan tuduhan terkait
dua penembakan lain yang berhubungan
dengan perkebunan, pada 2014 dan
2015.% Wilmar menyangkal mengetahui
duainsiden tersebut.

Masyarakat yang terkena dampak dan LSM
Progress mengadukan Wilmar dan PT BSK
ke forum Meja Bundar mengenai Minyak
Sawit Berkelanjutan (Roundtable on
Sustainable Palm Oil - RSPO) atas dugaan
perampasan lahan seluas 78 hektar pada
Juli 2016. Namun, pengaduan tersebut
dianggap tidak berdasar.® Menurut
laporan media setempat, pemerintah
Kalimantan Tengah memulai investigasi
mengenai legalitas izin PT BSK yang
berhubungan dengan pelepasan kawasan
hutan dan izin usaha perkebunan

mereka.®® Wilmar membantah menerima
peringatan atau sanksi apa pun dari
pemerintah Kalimantan Tengah.

Wilmar masih menghadapi tuduhan
perampasan lahan terkait pabrik PT

BSK. PT BSK dan dua anak perusahaan
Wilmar lainnya dituduh telah merebut
tanah masyarakat di sekitar desa dalam
konflik yang dilaporkan dimulai pada
2008.%" Dalam mediasi pada Februari
2020, masyarakat menunjukkan bukti
kepemilikan yang dilaporkan berasal dari
tahun 1981. Dalam tanggapannya kepada
Global Witness, Wilmar mendorong para
pengadu untuk mengajukan klaim lebih
lanjut, karena proses kompensasi tanah
sudah berlangsung sejak tahun 2006.
Perusahaan tetap menyatakan bahwa
tuduhan perampasan tanah oleh PT BSK
tidak berdasar dan tidak benar. ADM dan
Bunge sama-sama mengambil minyak
sawit dari PT BSK pada 2019 dan 2020.

MENCEGAH/
MENGURANGI DAMPAK
MERUGIKAN BAGI
KOMUNITAS LOKAL DAN
LINGKUNGAN MEREKA

Apa yang ADM dan Bunge harus
lakukan: kewajiban perusahaan
menurut hukum Indonesia,
standar internasional dan
kebijakan perusahaan mereka
sendiris

Seperti yang telah dibahas, ekspansi
budi daya kelapa sawit telah berdampak

signifikan terhadap lingkungan - termasuk

deforestasi, kerusakan ekosistem lahan
gambut, dan pencemaran saluran air
akibat pembuangan limbah dari pabrik.
Masalah lingkungan ini merusak mata
pencaharian dan kesehatan masyarakat.

Di Indonesia, pembuangan limbah
sembarangan merupakan pelanggaran
berdasarkan UU No. 32/2009 tentang

Polisi Indonesia dalam sebuah protes
menentang omnibus law di Bogor,
Oktober 2020.

Sumber: Feature China/Barcroft Media
via Getty Images

RISIKO PERDAGANGAN 23



Deforestasi di Kalimantan Tengah di
Pulau Kalimantan.
Sumber: Ulet Ifansasti/Greenpeace

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan (Pasal 69), sementara pasal
97 hingga 120 menjelaskan akibat bagi
perusahaan yang melanggar.

Menurut UNGP, semua bisnis diharuskan
untuk: ‘(a) tidak menyebabkan atau
berkontribusi pada hal-hal yang
berdampak buruk bagi hak asasi manusia
melalui kegiatan mereka sendiri dan
mengatasinya jika dampak tersebut
terjadi, dan (b) berusaha mencegah atau
mengurangi hal-hal yang berdampak
buruk bagi hak asasi manusia yang secara
langsung berhubungan dengan operasi,
produk, atau layanan yang diberikan

oleh rekan bisnis mereka, meskipun
mereka tidak berkontribusi langsung
menyebabkan dampak tersebut.’®®

Para pedagang komoditas menanggapi
kritikan panjang terhadap rantai

pasok mereka, sebagian dengan
mengadopsi komitmen Nol
Deforestasi, Nol Lahan Gambut, dan
Nol Eksploitasi (No Deforestation, No
Peat, and No Exploitation- NDPE) : ADM

mempublikasikan kebijakan hak asasi
manusia mereka pada 2014, diikuti
dengan kebijakan NDPE mereka pada
2015. Menurut rencana aksi (action

plan) NDPE ini, ADM sedang berupaya
untuk ‘menanggapi tantangan sosial

dan lingkungan di wilayah sumber
pasokan yang memiliki risiko atau
prioritas tinggi’. Bunge mempublikasikan
Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit,
yang menyatakan bahwa perusahaan
memandang minyak sawit yang
berkelanjutan perlu diproduksi tanpa
mengubah kawasan yang memiliki nilai
konservasi atau stok karbon yang tinggi,
meminimalkan emisi gas rumah kaca
(GRK), menerapkan praktik agronomi yang
bertanggung jawab, dan melindungi hak-
hak buruh dan masyarakat lokal.”®®

Baik ADM atau Bunge tidak berkomitmen
secara penuh dalam menghindari atau
tidak berkontribusi dalam kegiatan yang
berdampak buruk bagi sosial dan hak asasi
manusia melalui operasi mereka maupun
operasi pemasok mereka, atau menangani
jika dampak serupa terjadi sesuai
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Prinsip 13 UNGP.” Maka dari itu, kedua
perusahaan dipandang gagal mematubhi
Prinsip-Prinsip Panduan PBB, sehingga
kedua perusahaan perlu melakukan proses
uji kelayakan hak asasi manusia untuk
mengidentifikasi, mencegah, mengurangi,
dan mempertanggungjawabkan cara
mereka menangani dampak terhadap hak
asasi manusia.™

Apa yang sebenarnya terjadi?
Temuan investigasi kami

Kesimpulan investigasi kami adalah
bahwa ADM dan Bunge telah
menunjukkan kegagalan yang signifikan
dalam mengurangi potensi dampak
negatif dari pembelian minyak sawit di
Indonesia. Beberapa kegagalan ini antara
lain kerusakan lingkungan yang serius
yang dituduhkan kepada 73 pemasok
minyak sawit ADM dan Bunge atau 22%
dari pabrik yang menjadi sampel.

Dugaan pelanggaran lingkungan yang
paling umum teridentifikasi adalah
pembuangan limbah atau polusi, dengan
banyaknya laporan tentang pembuangan
limbah cair sembarangan dari pabrik

ke sistem sungai terdekat. Penelitian
kami menemukan bahwa 43 pabrik di
rantai pasok ADM dan Bunge dituduh
melakukannya. Seperti yang disebutkan
sebelumnya, pembuangan limbah

- -

-

sembarangan merupakan pelanggaran
hukum di Indonesia. Tidak membuang
limbah dengan benar dapat menyebabkan
pencemaran air dan tanah, yang akhirnya
berdampak pada hak masyarakat lokal
untuk mendapatkan lingkungan dan/atau
penghidupan yang bersih.™

Terdapat 27 pabrik dari dalam daftar

yang diduga melakukan deforestasi atau
perusakan lahan rawa gambut. Satu pabrik
besar yang menyediakan pasokan bagi
ADM dan Bunge pada 2019 dan 2020 adalah
PT Anugerah Langkat Makmur (PT ALAM).
Pada Januari 2019, polisi menetapkan
Musa Idishah, direktur perusahaan saat itu,
sebagai tersangka atas pembukaan 366
hektar hutan lindung untuk perkebunan
kelapa sawit karena melanggar UU
No0.18/2013 tentang pencegahan dan
pemberantasan perusakan hutan, UU No.
39/2014 tentang perkebunan, dan UU No.
No. 32/2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.™ Idishah
adalah adik dari Musa Rajekshah, wakil
gubernur Sumatra Utara yang sebelumnya
menjadi direktur dari perusahaan tersebut.
Polisi menggerebek kantor dan rumah
direktur PT ALAM, Idishah; Wakil Gubernur
Rajekshah membantu penyelidikan polisi.™
Dalam jumpa pers pada 2 Februari 2019,
Idishah kembali menegaskan bahwa

dia menghormati proses hukum dan
pengacaranya menolak mengomentari

pabrik yang
memasok ADM
dan Bunge
dituduh telah
menyebabkan
kerusakan
lingkungan yang
serius

Foto udara menunjukkan
skala lahan yang dibuka untuk
perkebunan kelapa sawit di
Provinsi Kalimantan Tengah.
Sumber: ROMEO GACAD/AFP

via Getty Images
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status hukum dugaan penggundulan lahan
tersebut.” PT ALAM dan Musa Rajekshah
tidak menanggapi permintaan Global
Witness untuk berkomentar.

Penduduk Desa Sukamakmur dekat
perkebunan PT ALAM telah lama
memprotes perambahan atas lahan hutan
yang dituduhkan kepada perusahaan
tersebut. Pada 2012, beberapa penduduk
membakar peralatan perusahaan sebagai
aksi protes dan mereka mendirikan tanda
peringatan agar karyawan PT ALAM tidak
menebang hutan rakyat Sukamakmur
dalam protes tersebut.™

PT ALAM hanyalah satu dari beberapa
perusahaan yang dituduh melakukan
perampasan lahan di Sumatra Utara -
dan masyarakat setempat sudah merasa
muak. Pada Februari 2019, kelompok
petani termasuk Komite Tani Menggugat
dan Komite Revolusi Agraria melakukan
demonstrasi di depan kantor Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra

Utara di Kota Medan.” Keluhan mereka
berfokus pada adanya “mafia tanah”

dan mereka mengutip kasus PT ALAM.™
Beberapa dari ratusan pendemo mendesak
Idishah agar dipenjara.”™ Menurut laporan
media, kalimat “Tanah untuk rakyat,
bukan pengembang” terpampang di
unjuk rasa tersebut.®’ Koordinator demo,
Unggul Tampubolon, mengutip UU pasal
33,“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat,” di depan kumpulan
ribuan pengunjuk rasa pada September
2018. TTampubolon menduga bahwa
kelompok petani sering menerima ancaman
dari preman dalam memperjuangkan dan
membela tanah mereka.?® Terkait dengan
tuduhan deforestasi terhadap PT ALAM
dan Musa Idishah, polisi menghentikan
investigasi kasus ini pada Januari 2020,
dengan alasan kurang lengkapnya
informasi dari pihak penuntut.®? Kelompok
pembela WALHI mengkhawatirkan hal

ini akan berdampak pada penyelidikan
deforestasi dan pelanggaran hak atas tanah
di masa depan.®

KEGAGALAN UNTUK
MENYELIDIKI DAN
MEMBERIKAN PERBAIKAN

Apa yang ADM dan Bunge harus
lakukan: kewajiban perusahaan
menurut hukum Indonesia,
standar internasional dan
kebijakan perusahaan mereka

Menurut UNGP, perusahaan memiliki
tanggung jawab untuk mengidentifikasi
dan mempertanggungjawabkan cara
menangani dampak terhadap hak

asasi manusia, melalui proses uji
kelayakan yang kuat. Jika terdapat
dampak merugikan, perusahaan harus
menyediakan atau melakukan tindakan
yang tepat untuk memperbaikinya.

Pedagang komoditas pertanian global
seperti ADM dan Bunge menginvestigasi
dan menanggapi pengaduan tentang
permasalahan ilegal atau pelanggaran
yang dilakukan pemasok mereka

melalui mekanisme pengaduan internal.
Mekanisme ini biasa dijalankan ketika
pedagang menyadari adanya tuduhan,
sering kali sebagai tanggapan kepada media
atau laporan LSM. Langkah pertama dari
mekanisme pengaduan biasanya mencakup
komunikasi dengan pemasok yang dituduh.
Kemudian, dibuatlah keputusan untuk
menangguhkan atau memantau pemasok
tersebut, atau memandang pengaduan
tersebut tidak berdasar.

Apa yang sebenarnya terjadi?
Temuan investigasi kami

Penyelidikan kami menunjukkan

bahwa prosedur kedua pedagang

untuk menyelidiki dan memperbaiki
masalah hak asasi manusia dalam rantai
pasok mereka, khususnya di pabrik,
tidak memadai. ADM dan Bunge hanya
menanggapi sedikit kasus yang sedang
berlangsung dari semua kasus aktif yang
kami temukan dalam proses pengaduan
mereka. Dari sampel kami yang berjumlah

Pembakaran hutan ilegal di Taman
Nasional Tanjung Puting untuk
membuka jalan bagi perkebunan
kelapa sawit.

Sumber: Jami Tarris/Barcroft Media
via Getty Images

ADM dan Bunge
hanya menangani
sejumlah kecil kasus yang
sedang berlangsung yang
kami identifikasi melalui
proses pengaduan mereka
masing-masing.
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330 pabrik, terdapat 129 pabrik yang
mengalami konflik. Dari semua pabrik yang
mengalami konflik tersebut, hanya tujuh
pabrik yang menjalani proses pengaduan
ADM dan 15 pabrik yang melalui proses
pengaduan Bunge. Terlebih lagi, dari
sedikit kasus yang ditanggapi tersebut,
tidak ada pedagang yang tampaknya
mempertimbangkan laporan pelanggaran
hak asasi manusia atau hak atas tanah
sebagian besar pabrik. Ketujuh pabrik
dalam daftar pengaduan ADM dipantau
hanya atas tuduhan yang berhubungan
dengan deforestasi, tanpa menyebutkan
masalah mengenai hak asasi manusia;
ADM telah menutup dua penyelidikan.
Sementara untuk Bunge, sebagian

besar pabrik Bunge disebutkan sebagai
‘subjek dalam pemantauan atas tuduhan
deforestasi’ dalam proses pengaduannya -
hanya dua dari 15 pabrik dipantau karena
masalah hak asasi manusia.

Kedua pedagang tampaknya mengabaikan
bukti konflik antara perusahaan pabrik
yang diperiksa dan pembela tanah dan
lingkungan. Salah satu contohnya adalah
PT Medcopapua Hijau Selaras (MPHS) dari
Capitol Group. Baik ADM ataupun Bunge
memonitor pabrik mereka karena adanya
bukti deforestasi atau pengembangan lahan
gambut di dalam wilayah konsesi pabrik,
yang buktinya disampaikan dalam laporan
LSM berturut-turut selama tahun 2020.%
Capitol Group, perusahaan induk PT MPHS,
mengklaim bahwa pembebasan lahan ini
telah dilakukan secara sah. Meski demikian,
tuduhan yang mengatakan bahwa
(dijelaskan di bawah) MPHS mengambil
lahan masyarakat tanpa musyawarah

atau kompensasi yang cukup tampaknya
dihilangkan dari proses pengaduan.

Pada 2008, MPHS (saat itu anak
perusahaan grup Medco) membangun
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Sidey, Papua Barat, dengan membayar
sewa tanah selama 30 tahun dengan harga
tetap, menurut penggerak penyelidikan
AwasMi.® Pada 2011, kelompok hak

asasi manusia Papua, JASOIL Tanah
Papua, menduga bahwa pemegang hak

tanah adat lainnya di desa tidak pernah
diberi tahu tentang kesepakatan tanah
tersebut, dan mereka menentangnya.®
Beberapa tahun kemudian, desa-desa
terdekat mengalami banjir besar hingga
ke tepi sungai Wariori, yang oleh anggota
masyarakat dihubungkan dengan
pembukaan lahan hutan oleh MPHS.#"
Dilaporkan 700 orang kehilangan ternak
dan diungsikan dari properti yang
terendam banjir.2® Berdasarkan laporan
media, penduduk setempat berkata
bahwa sebelumnya banjir jarang terjadi
ketika satu-satunya perkebunan yang
ada di area tersebut hanya PTPN Il Prafi.
Sebaliknya, mereka melaporkan bahwa
banjir telah menjadi ‘ancaman selalu ada’
dan sumber kekhawatiran.®

Pada awal 2020, MPHS kembali diserang
kritik.® Penduduk mengeluhkan wabah
lalat dan bau busuk dari sampah

organik dan limbah cair yang berasal

dari lokasi pabrik, yang dilaporkan
menyebabkan gagal panen dan halini
memicu dilakukannya penyelidikan oleh
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Manokwari.’* Capitol Group, mewakili

PT MPHS, menyangkal pembuangan
limbah pabrik secara sembarangan.
Mengenai sengketa lahan, Capitol Group
menggolongkan klaim masyarakat sebagai
‘liabilitas’ yang diwariskan dari pemilik

PT MPHS sebelumnya. Perusahaan
menyangkal klaim lahan masyarakat dan
menyatakan mereka telah menugaskan
studi tentang ‘nilai konservasi tinggi’ (HCV)
dan ‘stok karbon tinggi’ (HCS). Capitol
Group kembali menegaskan komitmennya
terhadap prinsip-prinsip keterbukaan

dan persetujuan bebas, didahulukan dan
diinformasikan (FPIC).

Sebagai contoh lainnya, Bunge memonitor
PT Delima Makmur, operator pabrik
kelapa sawit di Aceh, yang masuk ke daftar
pengaduan mereka - bersama 11 pabrik
lain, atas dugaan deforestasi di ekosistem
Leuser yang dilindungi.®> Namun, Bunge
sekali lagi tampaknya telah mengabaikan
dimensi lahan dan hak asasi manusia -
daftar pengaduan tidak mencatat bahwa

Hanya 2 pabrik

dalam sampel kami yang
dimonitor oleh Bunge
karena permasalahan

hak asasi manusia

Dalam sampel kami,
ADM tidak memonitor
satupun pabrik terkait

permasalahan hak
asasi manusia
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perusahaan juga diinvestigasi atas
kejahatan perampasan lahan.

Tuduhan ini terjadi pada 2017, saat PT
Delima Makmur mencari dan mendapatkan
izin untuk memperluas area penanaman

di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 2.581
hektar.”® Penduduk dan LSM lingkungan
Indonesia WALHI menunjuk adanya dugaan
kejanggalan dalam prosedur perizinan

dan mendesak penegak hukum untuk
menginvestigasi masalah tersebut.”* Pada
November 2018, Pengadilan Kabupaten
Singkil memberi perintah atas penyitaan
lebih dari 2.500 hektar lahan sebagai bagian
dari investigasi kriminal. Direktur PT Delima
Makmur juga ditetapkan sebagai tersangka
kasus ini, atas potensi pelanggaran Pasal
385 KUHP tentang penggunaan lahan
secara tidak sah.% Asian Agri, perusahaan
induk PT Delima Makmur yang dilaporkan,
tidak menanggapi permintaan Global
Witness untuk berkomentar. Partner
dagang PT Delima Makmur seharusnya
meninjau hubungan mereka dengan
perusahaan tersebut dan berhenti
mengambil pasokan dari mereka jika
perusahaan atau pekerjanya ditemukan
bertanggung jawab atas kejahatan
deforestasi atau pelanggaran lainnya.

Sebagai permulaan, penelusuran singkat
pabrik yang berada di dalam mekanisme
pengaduan ADM dan Bunge seharusnya
dapat membuat mereka sadar akan

banyaknya dugaan pelanggaran lahan
dan hak asasi manusia dalam rantai pasok
mereka, yang dilaporkan oleh komunitas
dan kelompok pembela HAM. Bagian
yang luput dari perhatian ini, jika ditinjau
bersamaan dengan jumlah laporan konflik
yang dapat kami temukan dengan mudah
dan cepat, menunjukkan kegagalan kedua
pedagang dalam menyelidiki tuduhan
pelanggaran hak atas tanah dan hak

asasi manusia dalam rantai pasok secara
memadai, jangankan menyediakan
perbaikan yang efektif.

Bunge membenarkan bahwa dugaan
insiden yang dirujuk oleh Global Witness
berada dalam pasokan tidak langsungnya,
tetapi tidak menjelaskan secara rinci
proses uji kelayakan mereka. Bunge
menyatakan bahwa contoh pelanggaran
hak asasi manusia yang kredibel ini
termasuk dalam daftar pengaduannya.

ADM secara umum membantah dasar
bukti Global Witness dan menolak
pengkategorian dari Global Witness yang
menyebutkan bahwa proses uji kelayakan
dan pengaduannya cacat, dengan
menyatakan bahwa proses pengaduannya
telah ditinjau dengan baik oleh pakar
eksternal. ADM lebih lanjut menyatakan
bahwa mereka telah melakukan
penyelidikan ke setiap pabrik yang diduga
bermasalah yang teridentifikasi oleh
analisis Global Witness.

Pekerja dari Forum Konservasi Leuser
(FKL) menebang pohon kelapa
sawit yang ditanam secara ilegal
di ekosistem Leuser, Aceh. Area ini
merupakan rumah bagi satwa liar
5 yang terancam punah seperti orang

f utan, harimau Sumatra, dan gajah.
Sumber: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP
via Getty Images

RISIKO PERDAGANGAN 28



RISIKO KELAMBANAN

Selain kerugian yang mengerikan bagi
manusia dan lingkungan yang dialami
masyarakat yang terkena dampak dari
pengabaian standar internasional,
kegagalan ADM dan Bunge untuk
menghormati hak dan pembela dalam
rantai pasokan juga membuat mereka
menghadapi risiko bisnis yang signifikan.

Di Indonesia, bukti menunjukkan bahwa
produsen kelapa sawit mengalami risiko
yang substansial menyangkut operasional,
‘tanah terlantar’, dan akses pasar dari
konflik sosial.®® Namun, kebijakan dan
praktik uji kelayakan ADM dan Bunge
sendiri gagal mengidentifikasi dan
mengurangi risiko pelanggaran hak asasi
manusia pembela. Seperti yang baru-baru
ini disoroti oleh analis risiko keberlanjutan
Chain Reaction Research, kurangnya
mitigasi dapat mengakibatkan keluhan
dan konflik. Sebuah studi memperkirakan
‘biaya nyata dari lima konflik antara
perusahaan dan masyarakat di Sumatra
dan Kalimantan berkisar antara USD
70.000 sampai USD 2,7 juta, sementara
biaya tidak nyata mungkin mencapai
USD 9 juta per kasus.®” Penelitian ini juga
mengindikasikan bahwa kerugian finansial,
legal, dan reputasi makin meningkat,

dengan perkiraan kenaikan biaya dari
konflik sosial sebesar 114 persen dari 2017
sampai 2018, menurut Chain Reaction
Research. Kecuali jika perusahaan dan
pemerintah bertindak untuk mengurangi
risiko tersebut, ditambah dengan upaya
untuk mengurangi permintaan konsumen
global, maka konflik yang disebabkan

oleh perluasan perkebunan kelapa sawit
kemungkinan akan terus berlanjut.

Biaya serupa bagi perusahaan dan
investor dalam industri minyak sawit telah
muncul dengan nyata, baik di Indonesia
maupun di tempat lain. Ini mencakup:

© Wilmar Internasional menanggung biaya
hukum selama tiga tahun untuk pembelaan
terhadap sengketa tanah masyarakat di
Sumatra Barat, Indonesia. Komunitas Kapa
mengajukan pengaduan ke Roundtable on
Sustainable Palm Qil (RSPO) pada Oktober
2014, menyatakan bahwa Wilmar telah
mendirikan perkebunan yang melanggar
standar RSPO di area mereka; kasus
tersebut telah diselesaikan dan ditutup
pada September 2018.%

© Pada Januari 2020, Dutch National
Contact Point dari OECD menerima keluhan
dari LSM yang menuduh bahwa ING Bank

Meningkatnya polusi dari pabrik
minyak sawit di Riau.

Sumber: AHMAD ZAMRONI/AFP

via Getty Images

Konflik dengan
masyarakat dapat

merugikan perusahan

minyak sawit hingga
2,7 juta dolar AS
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telah ‘berkontribusi’ dalam pelanggaran
minyak sawit melalui pembiayaannya
untuk berbagai perusahaan.® Pada waktu
yang bersamaan, jaringan LSM dari Korea
dan Indonesia mengajukan pengaduan
mengenai Posco International, sebuah
perusahaan multinasional Korea, di OECD.
LSM menuduh bahwa Posco International
gagal mematuhi standar fundamental hak
asasi manusia karena melanggar hak
warga tentang persetujuan bebas,
didahulukan, dan diinformasikan (FPIC),
di antara pelanggaran lainnya, di lokasi
operasi minyak sawit miliknya di Papua,
Indonesia.'®

© Pada 2012, perusahaan raksasa minyak
sawit Malaysia, Sime Darby, setuju
membayar kompensasi sebesar USD 1
juta kepada komunitas di Liberia setelah
membuldoser situs-situs keramat.

Sime Darby, produsen minyak sawit
berkelanjutan bersertifikat terbesar di
dunia, menggusur lahan pertanian,
tanaman dagang, dan tempat-tempat
keramat tanpa persetujuan sebelumnya
dari masyarakat lokal.**

Kebijakan keberlanjutan minyak sawit,
level transparansi, dan proses uji kelayakan
milik ADM maupun Bunge saat ini tidak
mampu memenuhi sejumlah persyaratan
investor mereka sehingga membuat
mereka menghadapi risiko finansial lebih
lanjut. ADM dan Bunge juga berisiko
membahayakan hubungan komersial
dengan pembeli merek global yang
penting. Kedua pedagang memiliki tautan
rantai pasokan ke The Coca-Cola Company,
General Mills, Kellogg’s, Mondelez, Nestlé,
PepsiCo, dan Unilever. Banyak dari merek
global ini telah memposisikan diri mereka
sebagai pemimpin keberlanjutan dan
memiliki kebijakan yang mengharuskan
pemasok mereka mengidentifikasi dan
menangani dampak pada hak asasi
manusia.'® Perusahaan merek ini
memberikan kontrak jangka panjang yang
stabil kepada ADM dan Bunge, yang akan
berisiko jika persyaratan kebijakan
pengadaan mereka tidak terpenuhi.

Bukti dalam laporan ini menunjukkan bahwa
baik ADM maupun Bunge tidak beroperasi
sesuai dengan standar internasional, dan hal
ini membuat mereka rentan terhadap risiko
negatif reputasi dan operasional, serta harus
menghadapi proses pengaduan formal atau
legal. ADM menolak bukti dan analisa yang
diungkapkan Global Witness terkait dengan
proses uji kelayakan yang dilakukan
perusahaan tersebut. Meskipun demikian,
ADM telah menginvestigasi semua pabrik
yang diidentifikasi laporan ini, terkait
dengan pelanggaran hak tanah dan hak
asasi manusia. ADM menjawab laporan
Global Witness dengan menyatakan akan
mengawasi sembilan pabrik yang disebut
dalam laporan kami, dan melanjutkan
investigasi terhadap 36 pabrik lainnya. ADM
menghentikan atau menolak untuk
menginvestigasi pabrik-pabrik lainnya.
Menanggapi Global Witness, Bunge kembali
menegaskan komitmennya terhadap
Kebijakan Pengadaan Minyak Sawit
Berkelanjutan dan Kebijakan Tenaga Kerja
Global, mereka menambahkan bahwa
mereka terus mengevaluasi risiko hak asasi
manusia dan berharap untuk meninjau
pendekatan hak asasi manusia mereka
pada 2021.

Kegagalan untuk memenuhi standar
internasional dan kebijakan perusahaan
juga membuat ADM dan Bunge rentan
terhadap risiko regulasi. Pada bulan April
2020, Komisaris Kehakiman Eropa
mengumumkan pengenalan aturan UE
tentang akuntabilitas perusahaan dan uji
kelayakan perusahaan yang dijadwalkan
berlaku pada awal 2021.1% Setelah
diberlakukan, peraturan tersebut akan
memastikan bahwa bisnis, termasuk
lembaga keuangan, melakukan Uji
Kelayakan Perilaku Bisnis yang Bertanggung
Jawab untuk mengidentifikasi, mencegah,
melakukan mitigasi, memantau, dan
mempertanggungjawabkan risiko hak asasi
manusia, lingkungan, dan tata kelola yang
merugikan dalam rantai nilai mereka.
Mengingat bahwa ADM dan Bunge memiliki
operasi yang signifikan di Eropa, hal ini
meningkatkan risiko regulasi bagi mereka
jika gagal memenuhi standar ini.
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KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

Bukti yang dipaparkan dalam laporan ini menunjukkan bahwa baik ADM maupun Bunge
gagal memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat lokal dan terhadap
mereka yang mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan mereka, sesuai yang
dijunjung dalam standar nasional dan internasional. Secara khusus, kami menemukan
bahwa hampir 2 dari 5 sampel pabrik ADM dan Bunge dituduh telah melanggar hak

atas tanah, perusakan lingkungan, dan/atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap
pembela lahan dan lingkungan oleh masyarakat setempat.

Selain itu, menurut bukti yang tersedia, mekanisme pengaduan kedua pedagang
tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa ini. Komunitas dan pembela hak asasi
manusia, tanah, dan lingkungan dijunjung tinggi dalam hukum nasional dan standar
internasional. Dengan demikian, ADM dan Bunge harus memastikan bahwa pemasok
harus sejalan dengan mereka.

Laporan kami menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur kedua pedagang
dalam ranah ini tidak memadai. Meskipun kedua perusahaan telah membuat
beberapa pernyataan publik yang relevan, bukti kami dengan kuat menunjukkan bahwa
komitmen ini tidak terpenuhi dan sistem pengawasan dan implementasi yang efektif
terlihat kurang mencukupi.

Apa yang harus ADM dan Bunge lakukan:

Untuk mengatasi kegagalan ini, Global Witness meminta kedua perusahaan untuk:

© Mengadopsi posisi kebijakan publik mengenai pembela hak asasi manusia,
termasuk tidak menoleransi ancaman dan kekerasan terhadap pembela. Kebijakan
tersebut harus dengan tegas menyatakan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk
mengidentifikasi, mencegah, menangani, dan mempertanggungjawabkan pelanggaran
semacam itu terhadap para pembela dan komunitas secara berkelanjutan dan proaktif.

© Mengadopsi posisi kebijakan publik mengenai pencegahan pelanggaran hak atas
tanah di seluruh rantai pasok mereka, termasuk tidak menoleransi pembebasan lahan
ilegal, dan memastikan hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan
(FPIC) bagi masyarakat setempat dan masyarakat adat.

© Mengadopsi dan menerapkan sistem yang efektif untuk menerapkan kebijakan
ini di rantai pasok dan operasi mereka. Dalam melakukannya, perusahaan harus:

> mengembangkan sistem penilaian risiko ancaman terhadap pembela HAM di tingkat
negara, pemasok, dan lokasi produksi dan menerapkannya secara reguler

> memprioritaskan penerapan di negara-negara yang berisiko negatif paling tinggi bagi
para pembela HAM dan/atau di tempat yang paling bisa menciptakan perubahan positif
dari perusahaan

> mengungkapkan secara terbuka tentang risiko yang dihadapi oleh pembela HAM dan
langkah-langkah uji kelayakan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani
risiko ini, misalnya melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau laporan
pertanggungjawaban perusahaan.
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Perkebunan kelapa sawit di
Sumatra Barat.

Sumber: Donal Husni/NurPhoto
via Getty Images

© Memastikan proses mitigasi dan perbaikan yang efektif.

> Jika terdapat dampak merugikan bagi pembela, terapkan langkah-langkah
mitigasi yang efektif - termasuk menghentikan operasi atau pengambilan pasokan
jika perlu. Masyarakat yang terkena dampak dan ahli hak asasi manusia harus diajak
bermusyawarah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tepat dan efektif.

> Meninjau dan memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, memastikan
keselarasan dengan panduan yang relevan seperti UNGP dan OECD-FAQ untuk Rantai
Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab (FAO Guidance for Responsible Agricultural
Supply Chains). Kajian ini harus melihat apakah mekanisme pengaduan yang ada dapat
diakses, dan mencakup jenis-jenis pelanggaran yang dihadapi, pembela dan komunitas
yang mereka wakili. Mekanisme ini juga harus melihat apakah mekanisme yang ada
mampu merespons dengan cukup cepat untuk mencegah meningkatnya ancaman

bagi mereka yang mengajukan pengaduan. Jika tidak, perusahaan harus membentuk
mekanisme respons cepat terpisah yang secara khusus menangani pengaduan dari
pembela hak asasi manusia.

> Bekerja sama dengan mekanisme pengaduan sah lainnya seperti proses peradilan
negara jika diperlukan.

Terakhir, ADM dan Bunge harus memperjuangkan masalah pembela tentang tanah dan
lingkungan dengan pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. Kedua perusahaan dapat
menggunakan pengaruh komersial dan politik mereka untuk mendesak penghormatan
atas hak-hak pembela, membuat pernyataan publik tentang pentingnya pembela HAM
dalam mempromosikan hak asasi manusia dan pengembangan berkelanjutan, dan
mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas
serangan dan ancaman terhadap para pembela dibawa ke pengadilan.

Apa yang pemerintah harus lakukan:

Meskipun laporan ini berfokus pada tanggung jawab khusus perusahaan agrobisnis
global, pemerintah juga wajib untuk bertindak. Tindakan tanggung jawab sukarela
perusahaan belum cukup untuk mencegah pelanggaran lingkungan dan hak asasi
manusia yang signifikan di seluruh rantai pasok perusahaan global. Oleh karena
itu, pemerintah perlu memperketat peraturan tentang akuntabilitas perusahaan
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dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Langkah Uni Eropa saat ini untuk
memberlakukan peraturan kewajiban uji kelayakan perusahaan merupakan
perkembangan yang disambut baik. Namun, untuk memastikan ditanganinya jenis
dugaan pelanggaran yang disoroti dalam laporan ini, peraturan harus berisi persyaratan
yang jelas untuk menghormati hak-hak pembela hak asasi manusia.

Pemerintah nasional juga memainkan peran penting. Terkait temuan investigasi kami,
jelas bahwa pemerintah Indonesia harus lebih efektif melindungi hak-hak warganya.
Menurut kelompok masyarakat sipil Indonesia, pemerintah secara khusus harus:

© Memperkuat pengakuan dan perlindungan hak teritorial dan adat dengan:

> memperkenalkan, mengesahkan, dan mengimplementasikan RUU tentang
Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, dan memastikan bahwa hal ini
sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat dan memastikan bahwa UU diberlakukan lewat kerja sama dengan
kelompok adat

> meratifikasi Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Suku, tahun 1989 (No. 169)
dan mengatur undang-undang untuk menjamin hak masyarakat adat atas persetujuan
bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) atas wilayah mereka.

© Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para pembela hak asasi manusia
sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia, antara lain dengan:

> mengembangkan undang-undang yang mencegah dan menangani intimidasi,
represi, atau kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, dengan memperbaiki
Undang-Undang Hak Asasi Manusia N0.39/1999 agar mencakup perlindungan bagi
pembela hak asasi manusia, dan/atau dengan memberlakukan undang-undang terpisah
yang berfokus pada pembela hak asasi manusia,

> bermusyawarah dengan pembela hak asasi manusia, meninjau, dan menanggapi
penggunaan undang-undang untuk mengkriminalisasi pendemo yang sah dan
memastikan untuk memberikan perlindungan, termasuk Pasal 66 Undang-Undang No.
32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,

> menyelidiki dan menuntut para pelaku penyerangan terhadap para pembela hak
asasi manusia, termasuk para pelaku intelektual dari kejahatan ini.

© Mencabut RUU Cipta Kerja sebagai pengakuan atas keprihatinan yang serius terhadap
masyarakat sipil karena implikasinya terhadap deregulasi perizinan lingkungan dan
usaha perlindungan yang terkandung dalam RUU tersebut. Setidaknya, pastikan bahwa
RUU mendatang mengikuti prosedur konsultasi yang diamanatkan dalam Konstitusi.

© Menerapkan moratorium tentang penerbitan izin perkebunan kelapa sawit baru
dengan efektif'® - termasuk dengan meningkatkan transparansi informasi dan
memastikan partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaannya. Berkomitmen untuk
memperpanjang moratorium lebih dari batas waktu tiga tahun.

© Mengembangkan Rencana Aksi tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia melalui
musyawarah dengan kelompok pemangku kepentingan dengan menguraikan
kesenjangan pada kerangka hukum yang ada dan implementasinya dengan
mempertimbangkan perlindungan untuk pembela HAM dan berkomitmen untuk
mengatasi kesenjangan tersebut.
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METODOLOGI

Untuk menemukan bukti tentang luasnya
pelanggaran hak asasi manusia dan

hak atas tanah di rantai pasok minyak
sawit ADM dan Bunge di Indonesia,
Global Witness menganalisis sampel

acak dari pabrik-pabrik pemasok kedua
perusahaan ini untuk mendapatkan

bukti konflik dengan para pembela tanah
dan lingkungan. Pedagang komoditas
sebagian besar tidak mempublikasikan
data tentang perkebunan asal minyak sawit
mereka. Pada saat analisis ini dilakukan,
ADM dan Bunge hanya mempublikasikan
daftar pabrik sumber kelapa sawit mereka.
Oleh karena itu, kami memilih untuk
menganalisis data pada tingkatan pabrik
karena lebih mudah diakses dan lebih
lengkap. Namun, banyaknya konflik lahan
yang berpusat di perkebunan tempat
kelapa sawit ditanam atau disiapkan,

dan tidak adanya data publik tentang
perkebunan yang memasok pedagang
tersebut mungkin membuat skala dugaan
pelanggaran hak asasi manusia dan hak
atas tanah di rantai pasokan pedagang
menjadi kurang terwakili.

Kami mengadopsi metode penelusuran
terbatas untuk setiap pabrik yang kami
analisis. Ini dilakukan untuk mereplikasi
proses penelitian data sekunder dari
sumber terbuka yang dapat dilakukan
oleh karyawan perusahaan dengan
mudah dan sesuai kapasitas untuk
mengidentifikasi risiko konflik dengan
pembela lahan dan lingkungan dalam
rantai pasok perusahaan, terutama pada
tingkatan pabrik.

Gabungan dari dua daftar pabrik minyak
sawit terbaru di Indonesia yang sama-sama
memasok untuk ADM dan Bunge yang
tersedia secara daring pada Agustus 2020
berjumlah 658 pabrik. Kemudian kami
memilih sampel acak dari sekitar setengah
dari pabrik tersebut (330 pabrik) untuk
dianalisis. Kami melakukan penilaian pada
masing-masing pabrik ini untuk mencari
bukti adanya konflik dengan melakukan
pencarian internet sederhana dalam
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk
mencari kata kunci indikator utama konflik.

Dalam bahasa Inggris, kata kuncinya
adalah ‘conflict, land dispute, eviction, dan
land grab’. Istilah padanan Indonesia yang
digunakan adalah ‘konflik, sengketa tanah,
tergusurnya, dan perampasan tanah’.

Kami juga menelusuri ‘grievance’ untuk
menemukan setiap konflik yang termasuk
dalam daftar pengaduan pedagang.

Kami mencari dengan menggunakan nama
lengkap setiap pabrik yang digabungkan
dengan istilah di atas dan kami membatasi
analisis kami pada halaman pertama hasil
pencarian. Untuk penelusuran berbahasa
Inggris, kami menggunakan google.

com berbahasa Inggris di Mozilla. Untuk
penelusuran berbahasa Indonesia, kami
menggunakan google.co.id di Chrome
untuk mengaktifkan terjemahan instan.
Untuk memastikan nama pabrik, kami
terkadang menelusuri nama perusahaan
induk, bukan nama pabrik, atau
menuliskan perusahaan induk bersamaan
dengan nama pabrik.

Jika halaman pertama hasil penelusuran
di atas menunjukkan bukti konflik
antara pabrik dan pembela lingkungan,
kami ‘menandai’ pabrik dan
mendokumentasikan sumbernya.

Pengecualian: Pabrik dikatakan sebagai
‘bebas konflik’ untuk keperluan analisis
kami jika sumber dari media, laporan
akademis, atau LSM kurang memadai.
Kami juga mengabaikan kasus jika
perselisihannya berkaitan dengan kondisi
perburuhan secara eksklusif atau klaim
lahan petani kelapa sawit kecil, karena hal
ini berada di luar cakupan penilaian kami.

Kami kemudian kembali ke setiap
pabrik yang ‘ditandai’ untuk meneliti
dugaan pelanggaran atas tanah dan
HAM dengan lebih mendalam dan untuk
menemukan bukti pendukung. Untuk
menggambarkan jenis pelanggaran
yang terjadi, kami meneliti enam kasus
secara lebih mendalam berdasarkan
informasi yang tersedia secara publik,
yang kemudian kami verifikasi dengan
organisasi masyarakat sipil Indonesia yang
mendukung komunitas tersebut.
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Kami melakukan penelitian tambahan
untuk menilai lingkungan operasi
perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang
berhubungan dengan undang-undang
tentang hak atas tanah, hak adat, standar
lingkungan dan perlindungan bagi pembela
hak asasi manusia, dan implementasinya.

Rekomendasi untuk ADM dan Bunge
didasarkan atas briefing yang baru-baru
ini diterbitkan oleh Global Witness :
Pengadaan yang Bertanggung Jawab:
Kasus bisnis untuk melindungi pembela
tanah dan lingkungan serta hak masyarakat
adat atas tanah dan sumber daya.*®
Rekomendasi tersebut dikembangkan
dengan mengacu pada Prinsip Panduan
PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia,
Panduan OECD tentang Perusahaan
Multinasional, dan panduan yang
diterbitkan oleh organisasi internasional
lain yang bekerja di akuntabilitas
perusahaan dan pembela hak asasi
manusia. Rekomendasi untuk pemerintah
Indonesia dikembangkan melalui
konsultasi dengan berbagai organisasi
masyarakat sipil nasional termasuk yang
berfokus pada perlindungan tanah, adat,
hak asasi manusia, serta lingkungan.

DEFINISI PEMBELA TANAH
DAN LINGKUNGAN

Pembela tanah dan lingkungan adalah
bagian dari pembela hak asasi manusia
dan, oleh karena itu, pekerjaan mereka

UCAPAN TERIMA KASIH

secara khusus dilindungi, menurut
Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi
Manusia. Global Witness mendefinisikan
pembela tanah dan lingkungan sebagai
siapa saja yang mengambil tindakan
damai guna mencegah atau menentang
eksploitasi sumber daya alam yang tidak
adil, diskriminatif, korup, atau merusak
yang berdampak buruk terhadap kualitas
hidup individu, komunitas, identitas
budaya, atau yang sangat merugikan
lingkungan. Pembela tanah dan
lingkungan dapat bertindak secara publik
atau pribadi, dalam kapasitas pribadi
mereka sendiri atau secara profesional,
secara individu atau dengan orang lain.

Ini mencakup berbagai macam pihak.
Para pembela HAM sering kali tinggal di
komunitas yang tanah, kesehatan, dan
mata pencahariannya terancam oleh
operasi perusahaan pertambangan,
penebangan, atau agrobisnis. Ada
orang-orang yang membela lingkungan
keanekaragaman hayati kita. Ada orang-
orang lain yang mendukung upaya
tersebut melalui pekerjaan mereka -
misalnya, sebagai pengacara hak asasi
manusia atau lingkungan, politisi,
jagawana, jurnalis, anggota kampanye,
atau organisasi masyarakat sipil. Yang
menyatukan orang-orang ini adalah
bahwa mereka bersuara menentang hal
yang membahayakan orang-orang atau
planet seperti lewat tindakan eksploitasi
tanah dan sumber daya alam.

Global Witness ingin mengucapkan terima kasih kepada organisasi-organisasi berikut

ini yang telah memberikan saran ahli dan bimbingan dalam investigasi dan laporan ini:

© Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

© Auriga

© Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

© PROGRESS Central Kalimantan
© Transformasi Untuk Keadilan (TUK)
© WALHI Jambi
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